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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN  
HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR KETENTUAN  

BAGIAN MUTLAK (LEGITIME PORTIE) AHLI WARIS  
 

Oleh  

SALSA DILLA SAFIRA 
 

Dengan meninggalnya seseorang, membawa akibat hukum, baik bagi dirinya 
maupun orang disekitarnya. Khususnya terkait pengaturan harta kekayaannya. 
Umumnya wasiat dibuat dengan harapan agar dapat meminimalisir perselisihan di 
antara ahli waris. Namun, dalam beberapa kasus, hibah wasiat dapat menimbulkan 
masalah, terutama dalam hubungannya dengan ahli waris mutlak atau legitimaris. 
Dengan adanya perkara gugatan pembatalan akta hibah wasiat oleh para pihak 
yang tidak terima dengan isi wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitime 
portie), Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan 
akta yang dibuatnya memenuhi semua ketentuan hukum. Penelitian ini membahas 
menggenai  pelaksanaan hibah wasiat berdasarkan ketentuan hukum positif di 
Indonesia dan akibat hukum pelaksanaan hibah wasiat yang melanggar ketentuan 
bagian mutlak ahli waris. Serta, tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan hibah 
wasiat yang melanggar ketentuan bagian mutlak ahli waris.  
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual dengan data primer dari KUHPerdata dan UUJN serta 
data sekunder dari data kepustakaan dan didukung dengan wawancara dan 
pengolahan data yang dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data serta 
sistematisasi data kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif.  
 
Hasil penelitian, yaitu dalam membuat hibah wasiat harus memperhatikan syarat-
syarat dalam pembuatan wasiat, baik syarat formil maupun materiil dan harus 
memperhatikan bagian mutlak ahli warisnya sebagaimana yang telah dituangkan 
dalam Pasal 913 KUHPerdata. Akibat hukum terhadap hibah wasiat yang 
melanggar bagian mutlak, yaitu dapat dilakukan pengurangan (inkorting) bagian 
yang telah ditetapkan oleh pewaris semasa hidup, bahkan pembatalan hibah 
wasiat oleh pengadilan, dalam hal ini mengakibatkan hilangnya hubungan hukum 
antara pewaris dan penerima hibah wasiat. Tanggung jawab yang dimiliki Notaris 
terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan 
kesalahan yaitu terhadap kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta.  

Kata Kunci: Hibah Wasiat, Legitime Portie, Notaris  
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ABSTRACT 

 
NOTARY RESPONSIBILITY IN THE IMPLEMENTATION OF WILLS 

THAT VIOLATE THE ABSOLUTE PORTION (LEGITIME PORTIE) OF 
HEIRS 

 
By 

SALSA DILLA SAFIRA 

 
The death of an individual brings legal consequences, both for the deceased and 
those around them, particularly concerning the management of their assets. 
Generally, a will is created with the hope of minimizing disputes among heirs. 
However, in some cases, a testamentary gift can lead to problems, especially in 
relation to absolute heirs or legitimaries. The existence of lawsuits for the 
annulment of testamentary gift deeds by parties who disagree with the contents of 
the will that violate the absolute portion (legitime portie) raises important issues. 
As a public official, a Notary is responsible for ensuring that the deeds they create 
comply with all legal provisions. This research discusses the implementation of 
testamentary gifts based on positive legal provisions in Indonesia and the legal 
consequences of implementing testamentary gifts that violate the absolute portion 
of heirs, as well as the Notary's responsibility in such cases. 
 
This study employs a normative research method with a descriptive research type. 
The problem approach uses both legislative and conceptual approaches, utilizing 
primary data from the Civil Code and the Notary Public Law, as well as 
secondary data from literature and supported by interviews. Data processing 
involves data examination, classification, and systematization, followed by 
qualitative analysis presented descriptively. 
 
The research findings indicate that when creating a testamentary gift, it is 
essential to consider the requirements for making a will, both formal and material, 
and to pay attention to the absolute portion of the heirs as stipulated in Article 913 
of the Civil Code. The legal consequences of testamentary gifts that violate the 
absolute portion include the possibility of reducing (inkorting) the portion 
established by the testator during their lifetime, and even the annulment of the 
testamentary gift by the court, which results in the loss of legal relations between 
the testator and the recipient of the testamentary gift. The Notary's responsibility 
for the deeds they create is based on the principle of liability for fault, which 
pertains to errors or violations in the creation of the deed. 
 
Keywords: Testamentary Gift, Legitime Portie, Notary  
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" Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan ada kemudahan". 

(Q.S Al Insyirah: 5-6) 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

 

 

"Menjadi pelita di tengah kegelapan, bukan untuk bersinar sendiri, tapi 

untuk menerangi jalan orang lain". 

(Anonim) 
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I. PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Kematian seseorang membawa akibat hukum, baik bagi dirinya mlaupun orang 

disekitarnya. Kemlatian tersebut berpengaruh terhadap harta kekayaan yang 

ditinggalkan dan untuk pengaturan harta kekayaan peninggalan ini hukuml telah 

mlengaturnya mlengenai pemlbagiannya, pengurusannya dan lain sebagainya. Harta 

kekayaan yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan warisan. Pengaturan 

mlengenai warisan diatur dalaml hukuml waris. MLengenai pelaksanaan pelngaturan 

pelmlindahan kelkaylaan (warisan) dari orang ylang tellah mlelninggal dan akibat 

pelmlindahan ini bagi orang-orang ylang mlelmlpelrolelhnyla diatur dalaml 

KUHPelrdata.1  

Hukuml waris adalah hukuml ylang mlelngatur telntang pelralihan harta kelkaylaan 

ylang ditinggalkan selselorang ylang mlelninggal delngan mlelmlandang hak mlelwaris 

selbagai hak kelbelndaan atas harta kelkaylaan dari orang ylang mlelninggal dunia, 

selbagaimlana diatur dalaml Pasal 830 KUHPelrdata. Selcara kelselluruhan, hukuml 

waris mlelrupakan suatu ylang mlelncakup belrbagai pelraturan dan keltelntuan ylang 

belrtujuan untuk mlelnjamlin pelralihan harta belnda selcara adil dan telrtib seltellah 

selselorang mlelninggal dunia. Delngan belrpelgang pada peldomlan hukuml ini, 

mlasylarakat dapat selcara elfelktif mlelnangani komlplelksitas selputar warisan, 

mlelnjamlin distribusi aselt ylang sah dan pellelstarian warisan orang ylang mlelninggal. 

Selhingga, apabila telrjadi selngkelta dikelmludian hari hal ini dapat mlelnelmlukan jalan 

kelluar untuk mlelnylellelsaikannyla. 

Keltika selorang pelwaris mlelninggal dunia, pelnting untuk mlelmlpelrhatikan apakah 

pelwaris telrselbut tellah mlelmlbuat keltelntuan-keltelntuan mlelngelnai harta kelkaylaannyla 
 

 1 Zainudin Ali, Pellaksanaan Hukuml Waris Indonelsia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
hlml. 81. 
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sellamla hidupnyla. Jika pelwaris tidak mlelmlbuat keltelntuan mlellalui wasiat atau 

hibah, mlaka selluruh warisannyla akan jatuh kelpada ahli waris selsuai delngan 

keltelntuan undang-undang (Ab intelstato). MLelngelnai pelngelrtian wasiat, Pasal 875 

KUHPelrdata mlelnjellaskan bahwa wasiat adalah suatu akta ylang mlelmluat 

pelrnylataan selselorang telntang apa ylang dikelhelndakinyla telrjadi seltellah ia 

mlelninggal dunia, dan ylang dapat dicabut kelmlbali. 

Jabatan Notaris ada dan diamlanatkan olelh pelraturan pelrundang-undangan, delngan 

tujuan untuk mlelmlbelrikan bantuan dan pellaylanan kelpada individu ylang 

mlelmlelrlukan bukti telrtulis ylang dapat dipelrcayla mlelngelnai belrbagai situasi, 

pelristiwa, atau prosels hukuml. Pelrjanjian-pelrjanjian telrtulis ylang dibuat olelh atau 

di hadapan Notaris diselbut delngan akta. MLelnurut Pasal 1 angka (7) Undang-

Undang Nomlor 2 Tahun 2014 telntang Jabatan Notaris, akta Notaris didelfinisikan 

selbagai akta autelntik ylang dibuat olelh atau di hadapan Notaris mlelnurut belntuk 

dan tata cara ylang diteltapkan dalaml undang-undang ini. Akta autelntik ini, ylang 

mlelrupakan kelwelnangan Notaris, dibuat untuk mlelmlelnuhi kelbutuhan mlasylarakat, 

selpelrti akta pelndirian pelrselroan telrbatas (PT), akta wasiat, surat kuasa, dan 

lainnyla. Kelhadiran Notaris selbagai peljabat publik mlelnjawab kelbutuhan 

mlasylarakat akan kelpastian hukuml dalaml seltiap pelrikatan ylang mlelrelka lakukan.2  

Di Indonelsia, hukuml ylang mlelngatur telntang wasiat dan Notaris adalah Kitab 

Undang-Undang Hukuml Pelrdata (KUHPelrdata) dan Undang-Undang Nomlor 2 

Tahun 2014 Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomlor 30 Tahun 2004 

Telntang Jabatan Notaris ylang selcara khusus mlelmlbahas Jabatan Notaris, 

sellanjutnyla diselbut UUJN. MLelnurut Pasal 1 UUJN, ylang dimlaksud delngan 

“Notaris” adalah peljabat umluml ylang mlelmlpunylai kelwelnangan hukuml untuk 

mlelmlbuat akta autelntik dan juga dibelri welwelnang tamlbahan selbagaimlana diatur 

dalaml undang-undang ini atau pelraturan pelrundang-undangan lainnyla. Pasal 15 

aylat (1) UUJN mlelngatakan bahwa Notaris belrwelnang mlelmlbuat akta autelntik 

mlelngelnai selmlua pelrbuatan, pelrjanjian, dan kelteltapan ylang diharuskan olelh 

pelraturan pelrundang-undangan dan/atau ylang dikelhelndaki olelh ylang 

 
 2 ML MLuhtaroml, Asas-Asas Hukuml Pelrjanjian: Suatu Landasan Dalaml Pelmlbuatan 
Kontrak, Jurnal SUHUF 26 Vol. 26, No.1, 2014, hlml.12. 
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belrkelpelntingan untuk dinylatakan dalaml akta autelntik, mlelnjamlin kelpastian 

tanggal pelmlbuatan akta, mlelnylimlpan akta, mlelmlbelrikan grossel, salinan dan 

kutipan akta, selmluanyla itu selpanjang pelmlbuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikelcualikan kelpada peljabat lain atau orang lain ylang diteltapkan 

olelh undang-undang. Pasal 15 aylat (1) UUJN belrmlaksud untuk mlelnelgaskan 

mlelngelnai jabatan Notaris selbagai peljabat umluml ylang belrwelnang mlelmlbuat akta 

autelntik.  

Dalaml prosels pelmlbuatan akta hibah wasiat Notaris mlelmliliki tanggung jawab 

telrhadap akta hibah wasiat ylang dibuat dihadapannyla. MLelnurut undang-undang 

ini, Notaris belrtanggung jawab untuk mlelmlastikan bahwa akta hibah wasiat dibuat 

selsuai delngan kelinginan pelwasiat, tanpa ada paksaan atau pelngaruh dari pihak 

keltiga. Sellain itu, Notaris juga harus mlelmlastikan bahwa pelwasiat mlelmliliki 

kapasitas hukuml untuk mlelmlbuat akta hibah wasiat, dan bahwa akta hibah wasiat 

telrselbut tidak belrtelntangan delngan hukuml atau normla sosial ylang belrlaku.  

Umlumlnyla tujuan pelmlbuatan surat wasiat belrkaitan delngan pelngaturan 

pelmlbagian harta dan kelinginan untuk mlelmlastikan bahwa harta mlelrelka dibagikan 

selsuai delngan kelhelndak pelwaris. Hal ini dilakukan delngan tujuan agar dapat 

mlelngurangi pelrsellisihan antara ahli waris. Delngan adanyla pelsan telrakhir dari 

pelwaris telrselbut seltidaknyla dapat mlelmlbuat para ahli waris untuk mlelnghormlati 

dan mlelnghargai kelputusan dari pelwaris dalaml pelmlbagian harta warisannyla.3 

Namlun, dalaml pellaksanaannyla kelrap kali telrjadi mlasalah hukuml di mlana akta 

hibah wasiat ylang dibuat olelh Notaris mlellanggar bagian mlutlak (lelgitimlel portiel) 

ahli waris ylang belrhak mlelnelrimla warisan belrdasarkan keltelntuan pelrundang-

undangan atau biasa diselbut “lelgitimlaris”, telrjadinyla kelrugian ahli waris ini dapat 

dipelrtahankan mlellalui lelgitimlel portiel. MLelngelnai Lelgitimlel portiel mlelnurut Pasal 

913 KUHPelrdata adalah suatu bagian dari harta pelninggalan ylang harus dibelrikan 

kelpada ahli waris ylang belrada dalaml garis lurus. Dalaml hal ini pelwaris tidak 

bolelh mlelneltapkan selsuatu ylang dapat mlelrugikan ahli waris (ab intelstato). 

 
 3 Shinta A, dkk “Konselp Dan Pelngaturan Ligitimlel Portiel Dalaml Pelwarisan MLelnurut 
Komlpilasi Hukuml Islaml Dan Kitab Undang-Undang Hukuml Pelrdata” Jurnal Jatiswara, Vol. 36 
No. 1, 2021, hlml.93. 
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Selhingga, kelrap telrjadi adanyla pelrkara gugatan pelmlbatalan akta hibah wasiat 

ylang dilakukan olelh ahli waris ylang mlelrasa dirugikan karelna pelmlbagian warisan 

tidak selsuai delngan ylang tellah diteltapkan olelh keltelntuan undang-undang dimlana 

akta hibah wasiat tidak mlellelbihi 1/3 (selpelrtiga) kelselluruhan harta pelninggalan.  

Pada dasarnyla, pelwaris mlelmlpunylai kelbelbasan untuk mlelngatur mlelngelnai apa 

ylang akan telrjadi delngan harta kelkaylaannyla seltellah ia mlelninggal dunia. Selorang 

pelwaris pada mlasa hidupnyla mlelmlpunylai kelbelbasan untuk mlelmlbelrikan harta 

kelkaylaannyla kelpada siapapun ylang ia kelhelndaki. Namlun, kelbelbasan ylang 

dimliliki olelh pelwaris, tidaklah bolelh mlelrugikan ahli waris ylang sah (lelgitimlaris). 

Delngan kata lain, mlelskipun pelwaris dapat mlelmlbelrikan hartanyla kelpada orang 

lain mlellalui hibah atau wasiat, tapi pelwaris tidak dapat mlelmlbelrikan selluruh 

hartanyla kelpada orang lain, selhingga lelgitimlaris tidak mlelndapat bagian dari harta 

pelninggalan pelwaris dan untuk itu olelh undang-undang diadakan bagian telrtelntu 

ylang harus ditelrimla olelh mlelrelka.4 

Bagian telrtelntu mlelrupakan bagian mlutlak (lelgitimlel portiel) ylang dilindungi olelh 

hukuml ylang harus ditelrimla dan tidak bolelh dikurangi olelh pelmlbelrian mlellalui 

hibah atau wasiat, MLaksud dari Pasal 874 KUHPelrdata adalah jika pelwaris 

selmlasa hidupnyla, tidak mlelmlbuat keltelntuan mlelngelnai harta kelkaylaannyla mlellalui 

hibah atau wasiat, mlaka selluruh harta kelkaylaan ylang ditinggalkannyla akan jatuh 

kelpada ahli waris ylang sah belrdasarkan undang-undang. Namlun, jika pelwaris, 

pada mlasa hidupnyla pelrnah mlelmlbuat keltelntuan ataupun kelteltapan mlelngelnai 

harta kelkaylannyla mlelmlalui hibah atau wasiat, mlaka harta kelkaylaan ylang 

ditinggalkannyla tidak hanyla akan jatuh kelpada ahli waris ylang sah, mlellainkan 

selbagian harta kelkaylaan itu akan jatuh pada orang-orang ylang diteltapkan selbagai 

ahli waris mlellalui wasiat atau orang-orang ylang dibelrikan harta kelylaylaan pelwaris 

mlellalui hibah olelh pelwaris dimlasa hidupnyla.  

Telrdapat belbelrapa contoh kasus telrkait pellanggaran telrhadap bagian mlutlak ahli 

waris dalaml hibah wasiat, ylaitu selbagai belrikut: Putusan Pelngadilan Nelgelri 

 
 4 Hellelna Belneldicta Tamlbajong dkk, Akibat Hukuml Pellaksanaan Wasiat ylang Tidak 
MLelmlelnuhi Bagian MLutlak Ahli Waris, UNELS Law Relvielw, Vol.6 No. 2, 2023, hlml. 7002. 
hlml.7001.  
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Jakarta Utara Nomlor 167/PDT.G/2023/PN. JKT. UTR, Pelngadilan Tinggi 

Bandung Nomlor 409 / PDT / 2019 / PT BDG dan Putusan MLahkamlah Agung 

Nomlor 2665 K/Pdt/2019 Pelrkara dalaml Putusan-putusan telrselbut adalah selngkelta 

ahli waris ylang tidak telrimla haknyla dilanggar karelna adanyla hibah wasiat. Ahli 

waris mlelrasa dirugikan karelna akta hibah wasiat telrselbut mlellanggar keltelntuan 

bagian mlutlak ahli waris lelgitimlaris. Keltelntuan hukuml waris dalaml Pasal 932 

KUHPelrdata mlelnelgaskan apabila selselorang tellah mlelninggal dunia, harta 

pelninggalannyla akan jatuh kel tangan para ahli waris. Pelmlbagian waris ini dapat 

dilakukan delngan sistelml pelwarisan mlelnurut undang-undang dan sistelml 

pelwarisan mlelnurut surat hibah wasiat. Pelmlbagian warisan ylang mlellanggar bagian 

mlutlak dari ahli waris (ab intelstato), dalaml hal ini anak sah pelwaris, mlelndapat 

pelrlindungan dari KUHPelrdata selsuai delngan keltelntuan Pasal 913 KUHPelrdata. 

Dalaml hal adanyla selngkelta relntan untuk selorang Notaris mlasuk keldalaml pusaran 

gugatan karelna Notaris dianggap selbagai pihak ylang belrhadapan langsung delngan 

pelwaris dalaml mlelmlbuat akta hibah wasiat selrta mlelrangkai kelhelndak pelwaris kel 

dalaml akta hibah wasiat. Apabila akta ylang dibuat telrnylata dikelmludian hari 

mlelngandung selngkelta mlaka hal ini pelrlu dipelrtanylakan, apakah hal telrselbut 

mlelrupakan kelsalahan proseldural ylang telrjadi di pihak Notaris atau kelsalahan para 

pihak tidak jujur dalaml mlelmlbelrikan keltelrangannyla telrhadap Notaris.5 Selbagai 

peljabat umluml Notaris dituntut untuk belrtanggung jawab telrhadap akta ylang tellah 

dibuatnyla. Notaris harus mlelmlastikan bahwa hibah wasiat dibuat delngan 

mlelmlpelrhatikan keltelntuan-keltelntuan ylang diteltapkan dalaml hukuml waris, 

mlelngingat akta autelntik mlelrupakan selbuah alat pelmlbuktian ylang mlelnylatakan 

adanyla pelrbuatan hukuml ylang tellah dilakukan olelh suatu pihak, dalaml hal ini 

Notaris dalaml mlelnjalankan kelwelnangannyla harus mlelnelrapkan prinsip kelhati-

hatian, mlelnelliti selmlua fakta ylang rellelvan, dan mlelnelliti selmlua kellelngkapan ylang 

belrkaitan karelna dalaml praktiknyla apabila telrdapat akta hibah wasiat ylang 

dipelrmlasalahkan olelh para pihak ylang tidak telrimla delngan isi wasiat, Notaris 

 
 5 Putu Velra Diana, Pelrtanggung Jawaban Notaris Dalaml Pelmlbuatan Akta Belrdasarkan 
Pelmlalsuan Surat Olelh Para Pihak, Jurnal Ilmliah MLagistelr Kelnotariatan, Vol. 2, No.1, 2017, hlml 
162. 
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selring ditarik selbagai pihak ylang dianggap turut selrta mlellakukan atau mlelmlbantu 

mlellakukan tindakan-tindakan ylang mlelrugikan para pihak. 

Belrdasarkan latar bellakang telrselbut pelnulis telrtarik untuk mlellakukan pelnellitian 

skripsi delngan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAML 

PELLAKSANAAN HIBAH WASIAT YLANG MLELLANGGAR KELTELNTUAN 

BAGIAN MLUTLAK (LELGITIMLEL PORTIEL) AHLI WARIS”. Dalaml pelnellitian 

ini akan dibahas mlelngelnai pellaksanaan hibah wasiat ylang selsuai delngan 

keltelntuan hukuml positif di Indonelsia dan akibat hukuml apabila suatu hibah 

wasiat mlellanggar keltelntuan bagian mlutlak ahli waris, selrta tanggung jawab 

Notaris apabila telrdapat gugatan dari pihak ylang mlelrasa dirugikan dalaml hal ini 

telrkait pellanggaran bagian mlutlak.   

1.2 Rumlusan MLasalah  

Belrdasarkan latar bellakang ylang tellah diuraikan selbellumlnyla, mlaka pelrmlasalahan 

ylang akan dibahas dalaml pelnellitian ini, ylaitu: 

a) Bagaimlanakah pellaksanaan hibah wasiat belrdasarkan keltelntuan hukuml positif 

di Indonelsia? 

b) Bagaimlanakah akibat hukuml pellaksanaan hibah wasiat ylang mlellanggar 

keltelntuan bagian mlutlak ahli waris? 

c) Bagaimlanakah tanggung jawab Notaris dalaml pellaksanaan hibah wasiat ylang 

mlellanggar bagian mlutlak ahli waris?  

1.3 Ruang Lingkup Pelnellitian  

Ruang lingkup pelnellitian ini mlelnelkankan pada pelnellusuran telrhadap tanggung 

jawab Notaris telrhadap pellaksanaan hibah wasiat ylang mlellanggar bagian mlutlak 

ahli waris, delngaan mlelngkaji dari sisi hukuml pelrdata selpelrti Kitab Undang-

Undang Hukuml Pelrdata dan Undang-Undang Nomlor 2 Tahun 2014 Telntang 

Jabatan Notaris. Delngan delmlikian ruang lingkup pelnellitian ini telrfokus pada 

tanggung jawab Notaris telrhadap pellaksanaan wasiat ylang mlellanggar bagian 

mlutlak.  
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1.4 Tujuan Pelnellitian  

Belrdasarkan rumlusan mlasalah ylang tellah dikelmlukakan di atas, mlaka tujuan 

pelnellitian ini adalah:  

a) MLelngeltahui dan mlelnganalisis pellaksanaan hibah wasiat belrdasarkan Hukuml 

Positif di Indonelsia. 

b) MLelngeltahui dan MLelnganalisis akibat hukuml pellaksanaan hibah wasiat ylang 

mlellanggar keltelntuan bagian mlutlak ahli waris. 

c) MLelngeltahui dan mlelnganalisis tanggung jawab Notaris telrhadap pellaksanan 

hibah wasiat ylang mlellanggar bagian mlutlak ahli waris.  

1.5 Kelgunaan Pelnellitian  

1) Kelgunaan Teloritis 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat mlelmlbelrikan mlanfaat pada pelngelmlbangan 

ilmlu pelngeltahuan di bidang ilmlu hukuml khususnyla mlelngelnai tanggung jawab 

Notaris dalaml pellaksanaan hibah wasiat, Selrta diharapkan dapat dijadikan selbagai 

salah satu sumlbelr informlasi dan bahan relfelrelnsi untuk pelnellitian-pelnellitian 

seljelnis sellanjutnyla. 

2) Kelgunaan Praktis  

Selcara praktis, pelnellitian ini diharapkan dapat mlelmlbantu dan mlelmlbelrikan 

mlasukan kelpada selmlua pihak, mlelngelnai pellaksanaan hibah wasiat dan akibat 

hukumlnyla apabila telrdapat hibah wasiat ylang mlellanggar bagian mlutlak ahli waris 

selrta telrkait pelrtanggungjawaban hukuml Notaris.  

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umluml telntang Hukuml Waris  

2.1.1 Pelngelrtian Hukuml Waris  

Dalaml Kamlus Belsar Bahasa Indonelsia (KBBI) kata waris belrarti orang ylang 

belrhak mlelnelrimla harta pusaka dari orang ylang tellah mlelninggal. Keltelntuan 

mlelngelnai Hukuml Waris belrdasarkan KUHPelrdata diatur dalaml buku II 

KUHPelrdata. Jumllah Pasal ylang mlelngatur hukuml waris selbanylak 300 Pasal ylang 

dimlulai dari Pasal 830 KUH Pelrdata samlpai delngan 1130 KUH Pelrdata. Di dalaml 

KUHPelrdata tidak ditelmlukan pelngelrtian hukuml waris, hanyla saja telrdapat 

belrbagai konselp-konselp telntang pelwarisan, orang ylang belrhak dan tidak belrhak 

mlelnelrimla warisan dan lain lain. Namlun, di dalaml belrbagai litelratur para ahli juga 

mlelngelmlukakan pelngelrtian hukuml waris. 6 

Pitlo belrpelndapat bahwa Hukuml Waris adalah kumlpulan pelraturan ylang 

mlelngatur hukuml kelkaylaan karelna wafatnyla selselorang ylaitu mlelngelnai 

pelmlindahan harta kelkaylaan ylang ditinggalkan olelh si mlati dan akibat dari 

pelmlindahan ini bagi orang-orang ylang mlelmlpelrolelhnyla baik dalaml hubungan 

antar mlelrelka delngan pihak keltiga. MLelnurut pelndapat R. Subelkti, hukuml Waris 

mlelngatur hal telntang belnda atau kelkaylaan selselorang Jikalau ia mlelninggal dunia. 

Dapat juga dikatakan, hukuml waris itu mlelngatur akibat-akibat hubungan 

kelkelluargaan telrhadap harta pelninggalan selselorang.  

Dari pelndapat para ahli telrselbut di atas, dapat disimlpulkan selcara umluml ylang 

dimlaksud delngan hukuml waris adalah hukuml ylang mlelngatur tata cara 

pelrpindahan atau pelngalihan harta warisan dari si mlati (pelwaris) baik belrupa 

 
 6 Supirmla, dkk, Imlplikasi Hukuml Pelnunjukan Ahli Waris BelrdasarkanKlausul Asuransi 
DalamlPelrspelktif Hukuml Waris Pelrdata, Jurnal ELselnsi Hukuml Vol. 1 No.1, 2019,  hlml. 115. 
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harta belnda ylang dapat dinilai delngan uang mlaupun utang piutang kelpada orang 

ylang belrhak mlelwarisi nyla (ahli waris) baik mlelnurut Undang-undang mlaupun 

surat wasiat selsuai bagian ylang tellah ditntukan dalaml Kitab Undang-Undang 

Hukuml Pelrdata. 7 

2.1.2 Unsur-unsur Waris  

Anisitus Amlanat mlelnylatakan bahwa pelngelrtian kelwarisan mlelnurut KUHPelrdata 

mlelmlpelrhatikan tiga unsur pelnting, ylaitu: 

1) Pelwaris atau selorang pelninggal warisan (elrflatelr), ylang pada wafatnyla 

mlelninggalkan kelkaylaan. Pelwaris adalah selselorang ylang mlelninggal dunia, 

baik laki-laki atau pelrelmlpuan ylang mlelninggalkan seljumllah harta kelkaylaan 

mlaupun hak-hak ylang dipelrolelh, belrselrta kelwajiban-kelwajiban ylang harus 

dilaksanakan sellamla hidupnyla, baik delngan surat wasiat mlaupun tanpa surat 

wasiat.8  Hak dan kelwajiban dalaml hal ini adalah hak dan kelwajiban ylang 

dilakukan olelh pelwaris selbelluml mlelninggal dunia telrhadap harta kelkaylaannyla.  

2) Selselorang atau belbelrapa orang ahli waris atau elrfgelnaaml, ahli waris adalah 

orang-orang ylang didalaml KUHPelrdata adalah ylang belrhak mlelnelrimla harta 

warisan pelwaris dan dipelrbolelhkan olelh Hukuml.9 Telrdapat 2 (dua) mlacaml 

ahli waris, ylaitu:10 

a) Ahli Waris Ab Intelstato, ialah ahli waris mlelnurut undang-undang. 

Belrdasarkan Pasal 832 KUHPelrdata, mlelnurut undang-undang ylang 

belrhak mlelnjadi ahli waris adalah para kelluarga seldarah, baik anak sah 

mlaupun luar kawin, dan suamli atau istri ylang hidup telrlamla.  

b) Ahli Waris Telstamlelntair, ialah ahli waris mlelnurut wasiat atau telstamlelnt. 

Ahli waris ini diteltapkan delngan adanyla surat wasiat ylang mlelrupakan 

kelhelndak dari pelwaris, ylang dibua selbelluml pelwaris mlelninggal dunia. 
 

 7 Wati Rahmli Ria, Waris Belrdasarkan Belrbagai Sistelml Hukuml Di Indonelsia, (Bandar 
Lamlpung: Pusaka MLeldia, 2020), hlml. 19.  
 8 Ibid, hlml. 21. 
 9ELlviana Sagala, Hak MLelwaris MLelnurut Keltelntuan Hukuml Waris Pelrdata, Jurnal Ilmliah 
“Advokasi” Vol. 06. No. 01, 2018, hlml .118.  
 10 Indah Sari, Pelmlbagian Hak Waris Kelpada Ahli Waris Ab Intelstato dan Telstamlelntair 
MLelnurut Hukuml Pelrdata Barat (BW), Jurnal Ilmliah Hukuml Dirgantara, Vol. 5, No. 1, 2014, hlml. 
6 
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3) Harta Pelninggalan adalah harta ylang ditinggalkan pelwaris untuk dibagi-

bagikan kelpada orang ylang belrhak mlelwarisinyla. Namlun delmlikian tidak 

selmlua harta ylang ditinggalkan pelwaris selcara otomlatis bisa dibagi-bagikan 

kelpada orang ylang belrhak mlelwarisinyla, karelna harus dilihat telrlelbih dahulu 

apakah harta ylang ditinggalkan pelwaris telrselbut harta camlpur atau bukan.11 

2.1.3 Pelnggolongan Ahli Waris 

KUHPelrdata mlelnggolongkan ahli waris mlelnjadi dua mlacaml. Pelrtamla, ahli waris 

ab intelstato ylang belrdasar pada hubungan pelrkawinan dan hubungan darah. 

Keldua, ahli waris telstamlelntair ylang belrdasar pada surat wasiat. Ahli waris 

golongan pelrtamla (ab intelstato) diatur dalaml  Pasal 832 KUHPelrdata ylang 

mlelnelntukan bahwa ylang belrhak mlelnjadi ahli waris adalah para kelluarga seldarah 

dan istri/suamli ylang mlasih hidup. Jika selmlua ini tidak ada, mlaka ylang belrhak 

mlelnjadi ahli waris adalah nelgara.12 MLelnurut Pasal 832 aylat (1) KUHPelrdata, ada 

4 (elmlpat) golongan ahli waris mlelnurut ab intelstato, ylaitu: 

1) Golongan I: Anak sah, suamli istri ylang hidup paling lamla, telrmlasuk istri 

keldua atau suamli keldua dan seltelrusnyla (Pasal 852 jo Pasal 852a 

KUHPelrdata); 

2) Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara selkandung, baik selaylah mlaupun 

selibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPelrdata); 

3) Golongan III: Kelluarga seldarah dalaml garis lurus kel atas baik dalaml garis 

aylah, mlaupun ibu. Selcara singkat dapat dikatakan, kakelk nelnelk dari pihak 

aylah mlaupun ibu (Pasal 853 KUHPelrdata); 

4) Golongan IV: Kelluarga seldarah kel samlping samlpai delngan delrajat kelelnaml, 

mlelrelka ini adalah saudara selpupu dari pihak aylah mlaupun ibu (Pasal 861 jo 

Pasal 858 KUHPelrdata).  

KUHPelrdata tidak mlelmlbeldakan jelnis kellamlin ahli waris, Pasal 832 aylat (2) 

KUHPelrdata jo Pasal 520 KUHPelrdata mlelnelgaskan keltelntuan mlelngelnai ahli 

waris pada golongan I, ylaitu jika ahli waris dari pada golongan I mlasih hidup, 

 
 11 Wati Rahmli Ria, Op.Cit., hlml. 23.  
 12 Abdulkadir MLuhamlmlad, Hukuml Pelrdata Indonelsia, celt. VI (Bandung: Pelnelrbit PT 
Citra Adityla Bakti, 2019), hlml. 213.  
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mlaka hal telrselbut akan mlelmlbuat kelmlungkinan mlelwarisi bagi ahli waris golongan 

belrikutnyla telrtutup. Jika kelelmlpat golongan ahli waris ab intelstato ini tidak ada, 

mlaka harta warisan jatuh kel tangan nelgara bukan selbagai ahli waris, teltapi 

selbagai pelmlilik harta warisan.  

Telrdapat selbab-selbab mlelnurut undang-undang di mlana ahli waris tidak patut atau 

telrlarang (onwarding) untuk mlelnelrimla warisan dari pelwaris. Ahli waris mlelnurut 

undang-undang ylang dinylatakan tidak patut untuk mlelnelrimla warisan, dalaml Pasal 

838 KUHPelrdata, ialah:13 

1) Dia ylang tellah dihukuml karelna dipelrsalahkan tellah mlelmlbunuh atau mlelncoba 

mlelmlbunuh pelwaris; 

2) Dia ylang delngan putusan hakiml pelrnah dipelrsalahkan karelna selcara fitnah 

tellah mlellakukan pelngaduan telrhadap waris, bahwa pelwaris pelrnah mlellakukan 

suatu keljahatan ylang diancaml hukumlan pelnjara limla tahun lamlanyla atau lelbih 

belrat; 

3) Dia ylang delngan kelkelrasan atau pelrbuatan tellah mlelncelgah pelwaris untuk 

mlelmlbuat atau mlelncabut wasiatnyla; 

4) Dia ylang tellah mlelnggellapkan, mlelrusak atau mlelmlalsukan surat wasiat 

pelwaris; 

5) Dia ylang tellah mlelnggellapkan, mlelrusak atau mlelmlalsukan surat wasiat 

pelwaris.  

MLelnurut Pasal 1024 KUHPelrdata Selorang Ahli waris dibelri hak untuk belrfikir 

sellaml elmlpat bulan seltellah itu harus mlelnylatakan sikapnyla apakah mlelnelrimla atau 

mlelnolak warisan atau mlungkin saja mlelnarimla warisan delngan sylarat ylang 

dinamlakan mlelnelrimla warisan selcara belnelfisiairel ylang mlelrupakan jalan telngah 

antara mlelnelrimla atau mlelnolaknyla. Akibat mlelnolak warisan ialah dianggap tidak 

pelrnah mlelnjadi ahli waris, karelna jika ia mlelninggal lelbih dahulu dari pelwaris ia 

tidak dapat digantikan keldudukannyla olelh anaknyla-anaknyla ylang mlasih hidup. 

Apabila harta warisan tellah telrbuka namlun tidak selorang pun ahli waris ylang 

tamlpil kel mluka selbagai ahli waris, tidak selselorang pun ylang mlelnolak warisan, 
 

 13 ELffelndi Pelrangin, Op.Cit, hlml. 10.  
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mlaka warisan telrselbut dianggap selbagai harta warisan ylang tidak telrurus. Dalaml 

keladaan selpelrti ini tanpa mlelnunggu pelrintah hakiml, Balai Harta Pelninggalan 

wajib mlelngurus harta pelninggalan telrselbut. Pelkelrjaan pelngurus itu harus 

dilaporkan kelpada keljaksaan nelgelri seltelmlpat. jika telrjadi pelrsellisihan telntang 

apakah suatu harta pelninggalan tidak telrurus atau tidak, pelnelntuan ini akan 

diputus olelh hakiml.14 

2.2    Tinjauan Umluml telntang Wasiat 

2.2.1 Pelngelrtian Wasiat 

Wasiat dikelnal dalaml hukuml Pelrdata Barat (KUHPelrdata). MLelnurut Pasal 875 

KUH Pelrdata, wasiat mlelrupakan akta ylang mlelmluat pelrnylataan selselorang telntang 

apa ylang dikelhelndakinyla akan telrjadi seltellah ia mlelninggal dunia dan olelhnyla 

dapat dicabut kelmlbali. Surat wasiat adalah suatu akta ylang mlelmluat pelrnylataan 

selselorang telntang apa ylang dikelhelndakinyla akan telrjadi seltellah ia mlelninggal 

dunia, telrhadap harta pelninggalannyla. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa 

surat wasiat mlelrupakan kelhelndak telrakhir dari pelmlbuat wasiat kelpada orang-

orang ylang belrhak mlelnelrimla wasiat dari pelwaris telrselbut pelngelrtian ini mlelnurut 

Pitlo. Pada dasarnyla, selgala harta pelninggalan selselorang ylang mlelninggal dunia, 

adalah kelpunylaan para ahli warisnyla mlelnurut undang-undang, seljauh mlelngelnai 

hal itu dia belluml mlelngadakan kelteltapan ylang sah. Hal ini ditelgaskan di dalaml 

Pasal 874 KUHPelrdata. Dari keltelntuan ini dapat disimlpulkan bahwa ciri surat 

wasiat, ylaitu:15 

1) Surat wasiat belrlaku seltellah pelmlbuat surat wasiat mlelninggal dunia; 

2) Dapat dicabut kelmlbali; 

3) Belrsifat pribadi; 

4) Dilakukan delngan cumla-cumla; 

5) MLelrupakan pelrbuatan hukuml selpihak; 

6) Dibuat delngan akta (baik delngan akta dibawah tangan atau autelntik).  

 
 14 Dwi Putra Jayla, Hukuml Kelwarisan Di Indonelsia, (Belngkulu:Pelnelrbit Zara Abadi, 
2020), hlml. 142. 
 15 Djaja S. MLelliala, Op.Cit., hlml. 58. 
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Hukuml Waris mlelnelrangkan bahwa ditinjau dari belntuknyla atau selcara formlil, 

suatu wasiat mlelrupakan suatu akta ylang mlelmlelnuhi sylarat undang-undang. 

Ditinjau dari isinyla atau selcara mlatelriil surat wasiat mlelrupakan suatu pelrnylataan 

kelhelndak, ylang baru mlelmlpunylai akibat/belrlaku selsudah pelmlbuat wasiat 

mlelninggal dunia, pelrnylataan mlana pada waktu pelmlbuat mlasih hidup dapat ditarik 

kelmlbali selcara selpihak.16  

Dalaml pelmlbagian harta warisan apabila pelwaris mlelnunjuk pellaksana wasiat 

untuk mlellakukan pelmlbagian warisan seltellah pelwaris mlelninggal dunia, mlelnurut 

Pasal 1005 KUHPelrdata pelnunjukan telrselbut dapat dilakukan delngan surat 

wasiat, akta dibawah tangan (codicil) atau delngan akta Notaris khusus. Para ahli 

waris belrsamla-samla ylang belrwelwelnang mlellaksanakan surat wasiat dan mlelngurus 

harta warisan, selbelluml dibagi-bagi di antara mlelrelka, bilamlana tidak ada 

pelneltapan apa-apa dari orang ylang mlelninggalkan harta warisan itu. Kelmlungkinan 

selkali orang ylang mlelninggalkan harta warisan mlelrasa khawatir, jangan-jangan 

akan ada kelkacauan, bilamlana dalaml mlelnjalankan wasiat dan mlelngurus harta 

warisan dibelrikan belgitu saja telrhadap para ahli waris belrsamla. Selhubungan 

delngan inilah, mlaka olelh KUHPelrdata mlelmlbelri kelmlungkinan bagi orang ylang 

mlelninggalkan warisan untuk mlelnunjuk selorang ylang mlelnjalankan wasiat dan 

atau selorang pelngurus harta warisan. Pelwasiat dapat mlelngangkat selselorang ylang 

belrtugas mlelnylellelnggarakan pellaksanaan wasiatnyla. Orang ini dinamlakan 

pellaksana wasiat, dalaml bahasa Pelrancis ia dinamlakan elxelcutor telstamlelntair.17 

Pasal 1011 KUHPelrdata mlelnjellaskan bahwa, Pellaksana wasiat wajib 

mlelngusahakan supayla surat wasiat dari pelwaris dilaksanakan.  

2.2.2 Jelnis-Jelnis Wasiat  

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 875 KUHPelrdata, surat wasiat dapat dibeldakan 

mlelnjadi dua jelnis, ylaitu surat wasiat mlelnurut belntuknyla dan surat wasiat mlelnurut 

isinyla.  

 
 
 16 Nafiatul MLunawaroh, “Haruskah surat wasiat dibuat di hadapan notaris.”, Hukuml 
Onlinel, https://www.hukumlonlinel.coml/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-
lt500el3701el8453 (diaksels pada 14 Januari 2024, Pukul 06.00 WIB).  
 17 Riansylah Towidjojo, Keldudukan Pellaksana Waisat MLelnurut KUHPelrdata, Jurnal Lelx 
Crimleln Vol. VI, No. 5, 2017, hlml. 29.  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453
https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453
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1) Wasiat MLelnurut Belntuknyla 

MLelnurut Pasal 931 KUHPelrdata, wasiat mlelnurut belntuknyla dibeldakan mlelnjadi: 

a) Wasiat Olografis (Olografis Telstamlelnt), mlelnurut Pasal 932 KUHPelrdata, 

Wasiat olografis adalah suatu wasiat ylang selluruhnyla ditulis delngan tangan 

pelwaris itu selndiri dan harus diselrahkan kelpada Notaris untuk disimlpan. 

Pelnylelrahan ini harus dibuatkan aktel ylang diselbut akta pelnylimlpanan (akta 

van delpot) ylang ditandatangani olelh Notaris, pelmlbuat wasiat dan 2 orang 

saksi ylang mlelnghadiri pelristiwa itu.  

Jika wasiat dalaml keladaan telrtutup, mlaka akta harus dibuat di atas kelrtas 

telrselndiri dan di atas samlpul ylang belrisi wasiat itu harus ada catatan ylang 

mlelnylatakan samlpul itu belrisi surat wasiat diselrtai surat wasiat delngan 

diselrtai tanda tangan pelwaris. Seldangkan, apabila wasiat itu dalaml keladaan 

telrbuka, mlaka akta pelnylimlpanan dapat ditulis di bawah surat wasiat itu 

selndiri. Untuk surat wasiat telrtutup pelmlbukaan dilakukan olelh Balai Harta 

Pelninggalan (BHP) diselrtai delngan belrita acara telntang pelnylamlpaian dan 

pelmlbukaan wasiat itu selrta telntang keladaannyla (Pasal 942 KUHPelrdata).  

MLelnurut Pasal 933 KUHPelrdata kelkuatan pelmlbuktian surat wasiat olografis 

samla delngan kelkuatan pelmlbuktian surat wasiat ylang selluruhnyla dibuat olelh 

Notaris (akta umluml). Hari dan tanggal pelmlbuatan akta pelnylimlpanan 

dianggap selbagai hari dan tanggal pelmlbuatan surat wasiat tanpa 

mlelmlpelrhatikan hari dan tanggal pelnandatanganan surat wasiat itu selndiri.   

Pellaksanaan wasiat olografis ylakni seltellah orang ylang mlelmlbuat wasiat itu 

mlelninggal dunia, wasiat ylang selbellumlnyla tellah diselrahkan pada Notaris 

dalaml keladaan telrtutup akan diselrahkan kelpada BHP (Balai Harta 

Pelninggalan). Di BHP wasiat itu dibuka karelna Notaris telrselbut tidak 

belrwelnang mlelmlbukanyla. Pelmlbukaan wasiat olografis harus dibuatkan 

aktanyla ylang dinamlakan prosels velrbal akta dan harus diselbutkan pula 

keladaan isi wasiat telrselbut. Seltellah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanyla, 
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BHP mlelnylelrahkan kelmlbali pellaksanaan wasiat telrselbut kelpada Notaris ylang 

mlelnylimlpannyla.18 

b) Wasiat Umluml (Opelnbarel Telstamlelnt), mlelnurut Pasal 938 KUHPelrdata 

Wasiat Umluml adalah wasiat ylang harus dibuat dihadapan Notaris delngan 

dihadiri olelh dua orang saksi. Dalaml hal ini pelwaris mlelnelrangkan kelpada 

Notaris mlelngelnai apa ylang dikelhelndakinyla dan akan ditulis olelh Notaris 

delngan kata-kata ylang jellas.19 Kelmludian Notaris mlelnulisnyla delngan kata-

kata ylang jellas mlelnurut apa adanyla ylang disamlpaikan pelwaris. Seltellah itu 

belrdasar keltelntuan Pasal 939 KUHPelrdata, Notaris mlelmlbacakan isi wasiat 

telrselbut dihadapan pelwasiat dan 2 (dua) orang saksi. Jika pelwaris 

mlelnylatakan sudah jellas mlaka wasiat telrselbut ditandatangani olelh Notaris, 

pelwaris dan 2 (dua) orang saksi. 

Dan untuk pellaksanaannyla ini samla delngan pellaksanaan wasiat olografis, 

ylakni pada saat si pelwaris mlelninggal, wasiat ylang tellah dibuat telrselbut olelh 

Notaris diselrahkan kelpada BHP (Balai Harta Pelninggalan), seltellah itu dibuka 

dan dibuatkan akta velrbalnyla. Seltellah itu wasiat telrselbut dikelmlbalikan 

kelpada Notaris untuk disamlpaikan pada ahli warisnyla.  

c) Wasiat Rahasia (Gelheliml Telstamlelnt), ylaitu surat wasiat ylang dibuat selndiri 

olelh pelmlbelri wasiat baik ditulis selndiri mlaupun mlelnyluruh orang lain mlelnulis 

untuknyla ylang isinyla mlelnylatakan kelhelndak telrakdirnyla. Kelmludian pelmlbelri 

wasiat mlelnylelrahkan surat itu kel Notaris juga dalaml keladaan telrtutup dan 

diselgell dihadapan 4 orang saksi. MLelnurut keltelntuan Pasal 940 KUHPelrdata. 

Samlpul ylang belrisikan surat wasiat ylang ia tulis selndiri diselrahkan kelpada 

Notaris dan akan dibuatkan akta pelngalamlatan ylang dinamlakan “Acta Supelr 

Scriptiel” untuk mlelmlbelnarkan bahwa samlpul telrselbut belrisi surat wasiat, 

ditandatangani olelh pelwaris, Notaris, dan 4 orang saksi.  

 
 18 MLamlan Suparmlan, Hukuml Waris Pelrdata. (Jakarta: Sinar Grafika,2017), 
hlml. 108. 
 19 Timl lelgalita.org, “cara mlelmlbuat akta wasiat”. https://lelgalitas.org/tulisan/inilah-cara-
mlelmlbuat-akta-wasiat (diaksels pada 13 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB). 

https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-membuat-akta-wasiat
https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-membuat-akta-wasiat
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Untuk pellaksanaannyla samla delngan surat wasiat ylang selbellumlnyla 

dijellaskan. Untuk pelmlbukaan wasiat rahasia, selmlua ahli waris dan Notaris 

pelnylimlpan wasiat wajib hadir di BHP (Balai Harta Pelninggalan).20 Balai 

Harta Pelninggalan mlellaksanakan pelmlbukaan surat wasiat telrtutup atau 

rahasia dan pelndaftaran surat wasiat umluml belrdasarkan Pasal 937 dan Pasal 

942 KUHPelrdata. Seltellah si ylang mlelwariskan mlelninggal dunia, mlaka surat 

wasiat rahasia tadi harus disamlpaikan kelpada Balai Harta Pelninggalan ylang 

mlana dalaml daelrahnyla untuk dibuka. Seltellah wasiat dibuka, BHP 

mlelnylamlpaikan isi wasiat kelpada ahli waris atau pihak-pihak ylang 

belrkelpelntingan. 

2) Wasiat MLelnurut Isinyla  

MLelnurut isinyla telrdapat dua mlacaml wasiat, ylaitu:  

a) Wasiat Pelngangkatan Waris (ELrfstellling), Wasiat pelngangkatan waris adalah 

surat wasiat ylang belrisi wasiat di mlana orang ylang mlelwasiatkan mlelmlbelrikan 

kelpada selselorang atau lelbih, selluruh atau selbagian dari harta kelkaylaannyla, 

jika ia mlelninggal dunia (Pasal 954 KUHPelrdata). Orang ylang ditunjuk 

(diangkat) telrselbut diselbut telstamlelntair elrfgelnaaml, ylang belrarti ahli waris 

mlelnurut wasiat dan samla halnyla delngan selorang ahli waris mlelnurut Undang-

undang. 

b) Wasiat hibah (Lelgaat), Di dalaml Pasal 957 KUHPelrdata, mlelnelntukan bahwa 

hibah wasiat adalah pelneltapan wasiat ylang khusus di mlana ylang mlelwariskan 

kelpada selselorang atau lelbih mlelmlbelrikan: 

1) Satu atau belbelrapa belnda telrtelntu; atau 

2) Selluruh belnda dari satu jelnis telrtelntu, mlisalnyla, beldna belrgelrak, belnda 

tidak belrgelrak, atau 

3) Hak mlelmlungut hasil dari selluruh atau selbagian dari harta pelninggalan 

pelwaris. 

 
 20 ELffelndi Pelrangin, Hukuml Waris, (Jakarta: Rajawali pelrs, 2018), hlml.80. 
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Orang-orang ylang mlelmlpelrolelh harta warisan belrdasar pada hibah wasiat 

mlelnurut Pasal ini diselbut lelgataris mlelrelka belrada di bawah titell khusus (ondelr 

algelmlelnel titell). Lelgataris ini bukan ahli waris. Lelgataris tidak mlelnggantikan 

pelwaris mlelngelnai hak dan kelwajibannyla. Lelgataris tidak wajib mlelmlbaylar 

utang-utang pelwaris ylang mlelninggal itu. Lelgataris hanyla belrhak mlelnuntut 

pelnylelrahan belnda atau pellaksanaan hak ylang dibelrikan kelpadanyla dari para 

ahli waris.21 

2.2.3 Sylarat Sah Wasiat 

Suatu wasiat agar dapat belrlaku sah, mlaka wasiat itu harus mlelmlelnuhi pelrsylaratan 

ylang tellah diteltapkan olelh undang-undang. Pelrsylaratan itu telrdiri dari sylarat 

formlil dan sylarat mlatelriil. 

1) Sylarat-sylarat formlil, ylaitu sylarat-sylarat ylang belrkelnaan delngan subylelk dan 

obylelk dari suatu wasiat. Sylarat-sylarat ylang belrkelnaan delngan subylelk, 

telrdapat dalaml Pasal-Pasal dalaml KUHPelrdata: 22 

a) Pasal 895 KUHPelrdata, orang ylang akan mlelmlbuat akta wasiat harus 

selhat akal budinyla, dan tidak belrada di bawah pelngamlpuan karelna pailit; 

b) Pasal 897 KUHPelrdata mlelngatur telntang orang ylang dinylatakan mlamlpu 

mlelmlbuat wasiat adalah orang ylang sudah belrumlur 18 tahun; dan 

c) Pasal 930 KUHPelrdata mlelngatur telntang larangan mlelmlbuat wasiat olelh 

dua orang untuk keluntungan satu samla lainnyla atau untuk keluntungan 

pihak keltiga. 

2) Sylarat ylang belrkelnaan delngan obylelk, telrdapat dalaml pasal-pasal 

KUHPelrdata: 

a) Pasal 888 KUHPelrdata mlelnylatakan bahwa suatu wasiat Harus dapat 

dimlelngelrti dan tidak bolelh belrtelntangan delngan kelsusilaan; 

 
 21 Ibid., hlml. 206.  
 22 Wati Rahmli Ria, Op.Cit, hlml 117. 
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b) Pasal 890 KUHPelrdata mlelngeltur telntang pelnylelbutan selsuatu ylang palsu 

dalaml wasiat, harus dianggap tidak telrtulis dan wasiat delmlikian dianggap 

batal, dan 

c) Pasal 893 KUHPelrdata mlelngatur wasiat ylang dibuat akibat paksaan dan 

tipu mluslihat adalah batal. 

3) Sylarat-sylarat mlatelriil sylarat-sylarat ylang belrkelnaan delngan isi suatu wasiat. 

Telrdapat pelngaturannyla dalaml Pasal-Pasal dibawah ini: 

a) Pasal 879 KUHPelrdata mlelngatur pellarangan wasiat delngan fidelicomlmlis 

(pelngangkatan waris atau pelmlbelria hibah delngan lomlpat tangan);23 

b) Pasal 885 KUHPelrdata mlelngatur telntang pellaksanaan wasiat tidak bolelh 

mlelnylimlpang dari isi dan mlaksud dari kata-kata ylang ada dalaml wasiat; 

dan 

c) Pasal 904 kUHPelrdata mlelngatur telntang larangan pelmlbuatan wasiat olelh 

anak ylang belluml delwasa walaupun sudah belrusia 18 tahun, untuk 

mlelnghibah wasiatkan selsuatu guna kelpelntingan wali atau belkas wali.24 

2.3 Tinjauan Umluml telntang Bagian MLutlak (Lelgitimlel Portiel) 

2.3.1 Pelngelrtian Bagian MLutlak (Lelgitimlel Portiel) 

Bagian mlutlak (Lelgitimlel Portiel) adalah suatu bagian dari harta pelninggalan ylang 

harus dibelrikan kelpada para ahli waris ylang belrada dalaml garis lurus mlelnurut 

keltelntuan undang-undang. Pelwaris tidak dipelrbolelhkan mlelneltapkan selsuatu, baik 

sellaku pelmlbelrian antara ylang mlasih hidup mlaupun delngan wasiat (Pasal 913). 

Pelngelrtian lelgitimlel portiel adalah bagian dari suatu warisan ylang tidak dapat 

dikurangi delngan suatu pelmlbelrian apapun juga baik pelmlbelrian selmlasa hidup atau 

pelmlbelrian delngan wasiat. Adanyla lelgitimlel portiel untuk mlellindungi para waris 

dari tindakan pelwaris ylang tidak belrtanggungjawab. Bagian mlutlak ini harus 

dibelrikan kelpada para waris dalaml garis lurus kelatas dan garis lurus kelbawah. 

 
 23 Ibid. 
 24 Ibid, hlml 118.  
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Dalaml hal ini istri/suamli, saudara-saudara, pamlan, bibi tidak belrhak akan lelgitimlel 

portiel. MLelrelka ylang belrhak atas lelgitimlel portiel diselbut lelgitielmlaris. 25 

Ahli waris ab intelstato olelh undang-undang diadakan bagian telrtelntu ylang harus 

ditelrimla olelh mlelrelka. Agar orang selcara tidak mludah mlelngelsamlpingkan hak 

mlelrelka, mlaka undang-undang mlellarang selselorang selmlasa hidupnyla 

mlelnghibahkan atau mlelwasiatkan harta kelkaylaannyla kelpada orang lain delngan 

mlellanggar hak dari para ahli waris ab intelstato itu.26 

Bagian mlutlak harus dituntut, apabila tidak dituntut tidak akan dipelrolelh lelgitimlel 

portiel. Selorang lelgitielmlaris belrhak mlelnuntut belrsamla delngan lelgitielmlaris 

lainnyla, pelnuntutan atas bagian mlutlak baru dapat dilakukan telrhadap hibah/hibah 

wasiat ylang mlelngakibatkan belrkurangnyla bagian mlutlak dalaml suatu harta 

pelninggalan seltellah warisan telrbuka hal ini belrdasarkan Pasal 920 KUHPelrdata.27 

2.3.2 Ahli Waris YLang Belrhak Atas Bagian MLutlak (Lelgitimlel Portiel) 

Selbagai pelmlilik harta, pelwaris mlelmlpunylai hak untuk mlelngatur apa ylang 

dikelhelndaki atas hartanyla. Disisi lainnyla ahli waris mlelmlpunylai hak mlutlak atas 

bagian ylang tidak ada dalaml harta warisan, diselbut ahli waris lelgitimlaris. 

Seldangkan, bagian ylang tidak ada dari harta warisan dan mlelrupakan hak ahli 

waris lelgitimlaris, dinamlakan lelgitimlel portiel. Dalaml hal ini ylang belrhak mlelnuntut 

suatu bagian mlutlak (lelgitmlel portiel) adalah: 28 

1) Orang harus mlelrupakan kelluarga seldarah dalaml garis lurus dalaml hal ini 

keldudukan suamli/istri adalah belrbelda delngan anak-anak. MLelskipun selsudah 

Pasal 852 (a) KUHPelrdata mlelnylamlakan suamli/istri delngan anak, akan teltapi 

suamli/istri tidak belrada dalaml garis lurus kel bawah, mlelrelka telrmlasuk garis kel 

samlping. Olelh karelna itu istri/suamli tidak mlelmliliki lelgitimlel portiel atau 

diselbut non lelgitimlaris. 
 

 25 Aprilianti dan Rosida Idrus, Hukuml Waris MLelnurut Kitab Undang-Undang Hukuml 
Pelrdata (BW), (Bandar Lamlpung: Justicel Publishelr, 2014), hlml.71. 
  26 Wati Rahmli Ria, Waris Belrdasarkan Belrbagai Sistelml Hukuml Di Indonelsia, Op.Cit, 
hlml 106. 
 
 27 Ibid, hlml. 80. 
 28 Sulih Rudito, Pelnelrapan Lelgitimlel Fortiel (Bagian MLutlak) Dalaml Pelmlbagian Warisan 
MLelnurut KUHPelrdata, Jurnal Ilmlu Hukuml Lelgal Opinion, Vo. 3, 2015, hlml. 3. 
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2) Orang harus ahli waris ab intelstato. MLellihat sylarat telrselbut tidak selmlua 

kelluarga seldarah dalaml garis lurus mlelmliliki hak atas bagian mlutlak ylang 

mlelmliliki hanylalah mlelrelka ylang juga waris ab instelstato. 

3) MLelrelka telrselbut, walaupun tanpa mlelmlpelrhatikan wasiat pelwaris, mlelrupakan 

ahli waris selcara ab intelstato. 

Sellain itu ada juga dikelnal delngan istilah pelmlbatalan selbagai pelnelrimla warisan. 

Pelmlbatalan pelnelrimla warisan dilakukan olelh ylang mlelmlpunylai harta warisan 

dalaml hal ini ylaitu pelwaris itu selndiri, di mlana dalaml wasiatnyla telrdapat hal-hal 

ylang mlelngelnylamlpingkan lelgitimlaris.  

2.3.3 Pelmlelnuhan Bagian MLutlak (Lelgitimlel Portiel) 

Dalaml harta warisan juga telrdapat pelmlotongan atau inkorting di mlana hal ini 

telrjadi, apabila bagian dari lelgitimlaris atau bagian mlutlak ylang harus ditelrimlanyla 

telrpotong akibat pelmlbelrian hibah atau hibah wasiat olelh pelwaris. Selhingga hal ini 

mlelnylelbabkan pelnuntutan telrhadap harta warisan untuk dilakukan pelmlotongan 

(inkorting) ylang belrtujuan untuk mlellindungi bagian mlutlak dari lelgitimlaris. Hal 

ini diatur dalaml Pasal 916 huruf (a) KUHPelrdata. Telrdapat 2 (dua) mlacaml, 

ylaitu:29 

1) Pelmlotongan selmlu (oneligelnlijkel inkorting) mlelrupakan pelmlotongan selcara 

tidak langsung. Hal telrselbut dilakukan dari bagian pelnelrimla warisan ylang 

tidak belrhak atas bagian mlutlak dan pelmlotongan dari pelmlbelrian ylang 

dilakukan delngan surat wasiat. Pelmlotongan telrselbut dibagi mlelnjadi 2 (dua) 

bagia, ylaitu: 

a) Pelmlotongan selcara langsung dari pelnelrimla warisan belrdasarkan undang-

undang (ab-intelstato) ylang bukan lelgitimlaris; 

b) Surat wasiat ylang sudah dipotong, teltapi belluml dibelrikan karelna bagian 

mlutlak hibah wasiat itu dipotong untuk mlelnutupi kelkurangan bagian 

mlutlak. 

 
 29 ELffelndi Pelrangin, Op.Cit., hlml. 114.  
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2) Pelmlotongan ylang selmlelstinyla (eligelnlijkel inkorting) mlelrupakan pelmlotogan 

ylang belnar-belnar diadakan, selpelrti pelmlotongan telrhadap hibah ylang tellah 

dibelrikan dan dikelmlbalikan untuk mlelnutupi bagian mlutlak. Jadi pelmlotongan 

ylang selbelnarnyla pada umlumlnyla adalah pelmlotongan atas hibah-hibah. 

Keltelntuan bagian MLutlak para waris dalaml garis lurus kelbawah ylang dimluat 

dalaml Pasal 914 KUHPelrdata:30 

a) Bila pelwaris hanyla mlelninggalkan satu orang anak sah dalaml garis 

kelbawah, mlaka lelgitimlel portiel itu telrdiri dari 1/2 dari harta pelninggalan 

ylang seldianyla akan ditelrimla anak itu pada pelwarisan karelna kelmlatian; 

b) Bila ylang mlelninggalkan dua orang anak, mlaka lelgitimlel portiel untuk tiap-

tiap anak 2/3 bagian dari apa ylang seldianyla akan ditelrimla tiap anak pada 

pelwarisan selcara kelmlatian. 

c) Dalaml hal orang ylang mlelninggal dunia mlelninggalkan tiga anak atau lelbih, 

mlaka bagian mlutlaknyla itu 3/4 bagian dari apa ylang seldianyla akan 

ditelrimla tiap anak pada pelwarisan selcara kelmlatian. 

d) Delngan selbutan anak-anak dimlaksudkan juga kelturunan-kelturunan 

mlelrelka dalaml delrajat selbelrapapun, teltapi mlelrelka ini hanyla dihitung 

selbagai pelngganti anak ylang mlelrelka wakili dalaml mlelwarisi warisan 

pelwaris. 

KUHPelrdata mlelmlbelrikan hak bagi ahli waris lelgitimlaris ylang belrkelnaan delngan 

adanyla bagian mlutlak. Hak ylang dibelrikan olelh Undang-Undang adalah hak 

untuk mlelngajukan tuntutan pelngurangan atau pelngelmlbalian ylang dibelrikan 

kelpada pihak keltiga telrselbut telrhadap harta ylang mlelnjadi bagian mlutlak (lelgitimlel 

portiel). Para ahli waris lelgitimlaris belrhak mlelngajukan tuntutan untuk mlelmlelnuhi 

lelgitimlel portiel mlelrelka mlellalui inkorting atau pelngurangan, delngan cara 

pelrbandingan diantara ahli waris ylang dibelrikan. Seltellah didapati hasil 

pelrbandingannyla mlaka dihitunglah bagian mlutlak ahli waris lelgitimlaris delngan 

cara, bagian ylang dibelrikan dikurangi hasil pelrbandingan dikalikan delngan 

kelselluruhan kelkurangan bagian mlutlak.  

 
 30 Aprilianti dan Rosida Idrus,Op,Cit., hlml. 81. 
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Adapun urutan untuk mlellakukan inkorting/pelngurangan adalah, pelrtamla dari ahli 

waris ylang non lelgitimlaris (garis kel samlping, janda/duda, saudara-saudara), 

keldua dari wasiat (hibah wasiat dan elrfstellling), dan keltiga di inkorting dari 

hibah-hibah ylang dibelrikan olelh pelwaris selmlasa ia hidup. Jika seltellah di 

inkorting dan non lelgitimlaris, bagian mlutlak belluml telrpelnuhi, mlaka dilanjutkan 

delngan inkorting telrhadap ahli waris dalaml wasiat, jika belluml telrpelnuhi juga 

bagian  mlutlak, mlaka di inkorting dari hibah-hibah hal ini selsuai delngan 

keltelntuan Pasal 916 (a) KUHPelrdata.31 

2.4 Tinjauan Umluml telntang Notaris  

2.4.1 Pelngelrtian Notaris  

Notaris adalah peljabat umluml ylang belrwelnang untuk mlelmlbuat akta autelntik dan 

kelwelnangan lain ylang dibelrikan Undang-Undang. Pelmlbelrian welwelnang itu 

belrtujuan untuk mlelnjamlin kelpastian, keltelrtiban dan pelrlindungan hukuml kelpada 

mlasylarakat (klieln).32 Pelngelrtian ini telrdapat dalaml Pasal 1 aylat (1) Undang-

undang Nomlor 2 Tahun 2014 telntang pelrubahan atas Undang-Undang Nomlor 30 

Tahun 2004 telntang Jabatan Notaris, (sellanjutnyla disingkat UUJN) diselbutkan 

bahwa “Notaris mlelrupakan peljabat umluml ylang belrwelnang, untuk mlelmlbuat akta 

autelntik dan kelwelnangan lainnyla selbagaimlana diatur di dalaml Undang-Undang 

Jabatan Notaris”. 

Dalaml prosels pelmlbuatan dokumleln hukuml pelran selorang Notaris sangat pelnting 

selpelrti pelmlbuatan dokumleln hukuml, transaksi propelrti, pelrjanjian bisnis, 

pelrwakilan hukuml, dan belrbagai aspelk lainnyla ylang mlelmlelrlukan kelabsahan dan 

keltelgasan hukuml. Belrikut adalah belbelrapa poin pelnting Notaris dan PPAT di 

Indonelsia dalaml pelngelrtian Notaris: 33 

 
 31 Sulih Rudito, Pelnelrapan Lelgitimlel Fortiel (Bagian MLutlak) Dalaml Pelmlbagian Warisan 
MLelnurut KUHPelrdata, Jurnal Ilmlu Hukuml Lelgal Opinion, Vo. 3, 2015, hlml. 8.  
 32 Dwi Sri Wawit, Imlplikasi Hukuml Pelrseltujuan Ahli Waris Dalaml Pelmlbuatan Akta 
Wasiat Telrkait Pelmlbagian Hak Belrsamla, Jurnal Univelrsitas Islaml MLalang, Vol.2, No.1, 2021, 
hlml 96.  
 33 Dr. Kholidah, ML. Ag, dkk, Notaris dan PPAT di Indonelsia..., (YLogylakarta: Selmlelsta 
Aksara, 2023), hlml. 9.  
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1) Peljabat Umluml, Notaris adalah peljabat umluml ylang dibelri welwelnang olelh 

pelmlelrintah untuk mlelnjalankan tugas-tugas hukuml telrtelntu. MLelrelka biasanyla 

diangkat olelh pelmlelrintah seltellah mlellelwati ujian dan pellatihan khusus. 

2) MLelmlbuat Akta autelntik, salah satu tugas utamla selorang Notaris adalah 

mlelmlbuat akta autelntik. Akta autelntik adalah dokumleln hukuml ylang dibuat 

olelh notaris dan mlelmliliki bukti pelmlbuktian ylang tinggi. Dokumleln ini selring 

digunakan dalaml transaksi propelrti, pelrjanjian kreldit, pelrjanjian pelrkawinan, 

surat wasiat, dan lain selbagainyla. 

3) Pelmlastian Kelpatuhan Hukuml, Notaris belrtanggung jawab untuk mlelmlastikan 

bahwa selmlua transaksi dan dokumleln ylang mlelrelka tangani selsuai delngan 

hukuml ylang belrlaku. MLelrelka harus mlelmlastikan bahwa pihak-pihak ylang 

telrlibat dalaml transaksi telrselbut mlelmliliki kapasitas hukuml, mlelmlahamli 

imlplikasi hukuml dari pelrjanjian telrselbut, dan bahwa pelrjanjian telrselbut sah 

dan mlelngikat. 

4) Neltralitas, Notaris harus neltral dan tidak mlelmlihak dalaml transaksi ylang 

mlelrelka tangani. MLelrelka harus mlelnjaga indelpelndelnsi dan objelktivitas, selrta 

tidak telrlibat dalaml konflik kelpelntingan. 

5) Arsip dan Relgistrasi, Notaris juga belrtanggung jawab untuk mlelnylimlpan 

salinan dokumleln-dokumleln ylang mlelrelka buat dan mlelndaftarkannyla di otoritas 

ylang belrwelnang. Hal ini belrtujuan untuk mlelmlastikan transparansi dan 

keltelrseldiaan dokumleln hukuml telrselbut di mlasa delpan. 

Adapun ylang dimlaksud delngan akta autelntik belrdasarkan Pasal 1868 

KUHPelrdata adalah “suatu akta autelntik ialah suatu akta ylang dibuat dalaml 

belntuk ylang ditelntukan undang-undang olelh atau di hadapan peljabat umluml ylang 

belrwelnang untuk itu di telmlpat akta itu dibuat.” Pelmlbuatan akta autelntik telrselbut 

ada ylang diharuskan olelh pelraturan pelrundang-undangan dalaml rangka 

mlelnciptakan kelpastian, keltelrtiban dan pelrlindungan hukuml. Sellain akta autelntik 

ylang dibuat olelh atau di hadapan Notaris, bukan saja karelna diharuskan olelh 

pelraturan pelrundang-undangan, teltapi juga karelna dikelhelndaki olelh pihak ylang 

belrkelpelntingan untuk mlelmlastikan hak dan kelwajiban para pihak, delmli kelpastian, 

keltelrtiban dan pelrlindungan hukuml bagi pihak ylang belrkelpelntingan, selkaligus 

kelpada mlasylarakat selcara kelselluruhan. UUJN mlelrupakan unifikasi hukuml di 
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bidang pelngaturan Notaris. Notaris selbagai jabatan wajib belrtindak profelsional 

dalaml mlellaksanakan jabatannyla selsuai delngan standar jabatan ylang diatur dalaml 

Undang-undang Jabatan Notaris, ylaitu mlelmlbelrikan pellaylanan ylang selbaik-

baiknyla kelpada mlasylarakat.34 

Profelsi Notaris adalah mlelrupakan profelsi ylang telrhormlat karelna tugas dari 

jabatannyla adalah untuk mlellaylani kelpelntingan mlasylarakat khususnyla dalaml 

bidang hukuml pelrdata. Selhingga orang ylang tellah mlelmlangku jabatan selbagai 

Notaris akan mlelmliliki tanggung jawab untuk selnantiasa mlelnjaga harkat dan 

mlartabat selrta kelhormlatan selbagai profelsi Notaris. Kodel eltik Inilah ylang akan 

mlelnjadi peldomlan selrta pelgangan bagi seltiap orang ylang belrprofelsi selbagai 

Notaris, di mlana dalaml mlelnjalankan tugas dan kelwajibannyla tidak bolelh 

belrtelntangan delngan apa ylang tellah diatur seldelmlikian rupa olelh pelraturan 

telrselbut. Tidak hanyla mlelngatur mlelngelnai bagaimlana selharusnyla Notaris 

mlelnjalankan tugas jabatannyla, teltapi juga mlelngatur pelrilaku Notaris. Kodel ELtik 

Notaris selbagai pelndukung dari UUJN juga mlelrupakan peldomlan bagi Notaris 

dalaml mlelnjalankan jabatannyla. 35 

Kodel ELtik Notaris telrselbut mlelmluat kelwajiban, larangan dan pelngelcualian bagi 

Notaris dalaml Pellaksanaan Jabatannyla. Notaris dapat dikelnakan sanksi, apabila 

telrbukti tellah mlellakukan pellanggaran atas keltelntuan-keltelntuan ylang dimluat 

dalaml Kodel ELtik Notaris. Pelnelrapan sanksi atas pellanggaran Kodel ELtik pelrlu 

mlelndapatkan kajian lelbih lanjut, mlelngingat sanksi telrselbut dijatuhkan olelh 

Organisasi Profelsi Notaris dan telntu belrbelda delngan sanksi ylang dibelrikan olelh 

MLajellis Pelngawas Notaris ylang tellah diatur dalaml UUJN. 36 

Selbelluml mlelnjalankan jabatannyla, Notaris wajib mlelngucapkan sumlpah atau janji 

mlelnurut agamlanyla di hadapan MLelntelri Hukuml dan Hak Asasi MLanusia atau 

peljabat ylang ditunjuk. Sylarat untuk dapat diangkat mlelnjadi Notaris selbagai 

mlandat telrtulis dalaml Pasal 3 Undang-undang Nomlor 2 Tahun 2014 Telntang 

Jabatan Notaris adalah:  

 
 34 Dwi Sri Wawit, Op.cit., hlml 98.  
 35 Dhoni MLartieln, Op.Cit., hlml. 59. 
 36 Ibid, hlml. 60. 
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1) Warga nelgara Indonelsia.  

2) Belrtakwa kelpada Tuhan YLang MLaha ELsa.  

3) Belrumlur paling seldikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.  

4) Selhat jasmlani dan rohani.  

5) Belrijazah Sarjana Hukuml dan lulusan Strata Dua Kelnotariatan.  

6) Tellah mlelnjalani mlagang atau nylata-nylata tellah belkelrja selbagai karylawan 

Notaris dalaml waktu 12 (dua bellas) bulan belrturut-turut pada kantor Notaris 

atau atas prakarsa selndiri atau atas relkomlelndasi organisasi Notaris seltellah 

lulus strata dua Kelnotariatan.  

7) Tidak belrstatus selbagai pelgawai nelgelri, peljabat nelgara, advokat, atau tidak 

seldang mlelmlangku jabatan lain ylang olelh undang-undang dilarang untuk 

dirangkap delngan jabatan Notaris.  

2.4.2 Kelwelnangan dan Kelwajiban Notaris 

Welwelnang mlelrupakan suatu tindakan hukuml ylang diatur dan dibelrikan kelpada 

suatu jabatan belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan ylang belrlaku dan 

mlelngatur jabatan ylang belrsangkutan. Welwelnang ylang dipelrolelh Notaris belrasal 

dari undang-undang jabatan Notaris. Notaris selbagai peljabat umluml ylang satu-

satunyla belrwelnang untuk mlelmlbuat akta autelntik mlelngelnai selmlua pelrbuatan, 

pelrjanjian dan pelneltapan ylang diharuskan olelh suatu pelraturan umluml atau olelh 

ylang belrkelpelntingan dikelhelndaki untuk dinylatakan dalaml suatu akta autelntik.37  

Kelwelnangan ylang dimlaksud dalaml Pasal 1 aylat (1) telrselbut diatas diuaraikan 

selcara jellas dalaml Pasal 15 UUJN, ylang mlelnylatakan bahwa: 

a) Notaris belrwelnang mlelmlbuat akta autelntik mlelngelnai selmlua pelrbuatan, 

pelrjanjian, dan kelteltapan ylang diharuskan olelh pelraturan pelrundang-

undangan dan/atau ylang dikelhelndaki olelh ylang belrkelpelntingan untuk 

dinylatakan dalaml akta autelntik, mlelnjamlin kelpastian tanggal pelmlbuatan akta, 

mlelnylimlpan akta, mlelmlbelrikan grossel, salinan dan kutipan akta, selmluanyla itu 

selpanjang pelmlbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikelcualikan 

kelpada peljabat lain atau orang lain ylang diteltapkan olelh undang-undang.  

 
 37  Dwi Sri Wawit, Op.cit, hlml. 94.  
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b) Notaris belrwelnang pula : 

1) MLelngelsahkan tanda tangan dan mlelneltapkan kelpastian tanggal surat di 

bawah tangan delngan mlelndaftar dalaml buku khusus;  

2) MLelmlbukukan surat-surat di bawah tangan delngan mlelndaftar dalaml buku 

khusus; 

3) MLelmlbuat copyl dari asli surat-surat di bawah tangan belrupa salinan ylang 

mlelmluat uraian selbagaimlana ditulis dan digamlbarkan dalaml surat ylang 

belrsangkutan;  

4) MLellakukan pelngelsahan kelcocokan fotocopi delngan surat aslinyla;  

5) MLelmlbelrikan pelnyluluhan hukuml selhubungan delngan pelmlbuatan akta;  

6) MLelmlbuat akta ylang belrkaitan delngan pelrtanahan, atau  

7) MLelmlbuat akta risalah lellang.  

c) Sellain kelwelnangan selbagaimlana dimlaksud pada aylat (1) dan aylat (2), Notaris 

mlelmlpunylai kelwelnangan lain ylang diatur dalaml pelraturan pelrundang-

undangan. Notaris juga mlelmlpunylai kelwelnangan khusus lainnyla selpelrti ylang 

telrselbut dalaml Pasal 51 UUJN, ylaitu belrwelnang untuk mlelmlbeltulkan 

kelsalahan tulis atau kelsalahan keltik ylang telrdapat dalaml mlinuta akta ylang 

tellah ditandatangani, delngan cara mlelmlbuat Belrita Acara Pelmlbeltulan, dan 

Salinan atas Belrita Acara Pelmlbeltulan telrselbut Notaris wajib mlelnylamlpaikan 

kelpada para pihak. 

Dalaml mlellaksanakan tugas dan kelwajiban selbagai selorang Notaris, haruslah 

dapat mlelmlpelrtanggung jawabkan seltiap tindakan ataupun pelrbuatan ylang 

dilakukan, karelna kelwajiban telrselbut mlelrupakan selsuatu ylang harus 

dilaksanakan. Hal telrselbut tellah diatur telntang kelwajiban Notaris dalaml Pasal 16 

UUJN ylang mlelnylatakan bahwa: 

a) Dalaml mlelnjalankan jabatannyla, Notaris wajib:  

1) Belrtindak amlanah, jujur, saksamla, mlandiri, tidak belrpihak, dan mlelnjaga 

kelpelntingan pihak ylang telrkait dalaml pelrbuatan hukuml;  

2) MLelmlbuat Akta dalaml belntuk MLinuta Akta dan mlelnylimlpannyla selbagai 

bagian dari Protokol Notaris;  
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3) MLellelkatkan surat dan dokumleln selrta sidik jari pelnghadap pada MLinuta 

Akta;  

4) MLelngelluarkan Grossel Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta belrdasarkan 

MLinuta Akta;  

5) MLelmlbelrikan pellaylanan selsuai delngan keltelntuan dalaml Undang-Undang 

ini, kelcuali ada alasan untuk mlelnolaknyla;  

6) MLelrahasiakan selgala selsuatu mlelngelnai Akta ylang dibuatnyla dan selgala 

keltelrangan ylang dipelrolelh guna pelmlbuatan Akta selsuai delngan 

sumlpah/janji jabatan, kelcuali undang-undang mlelnelntukan lain;  

7) MLelnjilid Akta ylang dibuatnyla dalaml 1 (satu) bulan mlelnjadi buku ylang 

mlelmluat tidak lelbih dari 50 (limla puluh) Akta, dan jika jumllah Akta tidak 

dapat dimluat dalaml satu buku, Akta telrselbut dapat dijilid mlelnjadi lelbih 

dari satu buku, dan mlelncatat jumllah MLinuta Akta, bulan, dan tahun 

pelmlbuatannyla pada samlpul seltiap buku;  

8) MLelmlbuat daftar dari Akta protels telrhadap tidak dibaylar atau tidak 

ditelrimlanyla surat belrharga;  

9) MLelmlbuat daftar Akta ylang belrkelnaan delngan wasiat mlelnurut urutan 

waktu pelmlbuatan Akta seltiap bulan; 

10) MLelngirimlkan daftar Akta selbagaimlana dimlaksud dalaml huruf i atau 

daftar nihil ylang belrkelnaan delngan wasiat kel pusat daftar wasiat pada 

kelmlelntelrian ylang mlelnylellelnggarakan urusan pelmlelrintahan di bidang 

hukuml dalaml waktu 5 (limla) hari pada mlinggu pelrtamla seltiap bulan 

belrikutnyla, dan 

11) MLelncatat dalaml relpelrtoriuml tanggal pelngirimlan daftar wasiat pada seltiap 

akhir bulan;  

12) MLelmlpunylai cap atau stelmlpell ylang mlelmluat lamlbang nelgara Relpublik 

Indonelsia dan pada ruang ylang mlellingkarinyla dituliskan namla, jabatan, 

dan telmlpat keldudukan ylang belrsangkutan; 

13) MLelmlbacakan Akta di hadapan pelnghadap delngan dihadiri olelh paling 

seldikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (elmlpat) orang saksi khusus untuk 

pelmlbuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu 

juga olelh pelnghadap, saksi, dan Notaris, dan  
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14) MLelnelrimla mlagang calon Notaris.  

Dasar pellaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilelpaskan dari keltelntuan dasar 

dalaml Pasal-Pasal telrselbut diatas ylang mlelngatur mlelngelnai kelwelnangan dan 

jabatan Notaris. Bila hal telrselbut tidak ditelrapkan olelh Notaris dalaml 

mlelnjalankan jabatannyla, mlaka sudah dapat dipastikan Notaris telrselbut sangat 

rawan dan delkat delngan pellanggaran jabatan dan dapat belrakibat pada kelabsahan 

ataupun kelautelntikan dari akta ylang dibuatnyla mlaupun pada dirinyla selndiri ylang 

dapat dikelnakan sanksi akibat pelrbuatannyla telrselbut.  

2.4.3 Larangan dan Sanksi Dalaml Profelsi Notaris 

Kelwajiban-kelwajiban Notaris diselrtai pula delngan larangan-larangan bagi Notaris 

dalaml mlelnjalankan jabatannyla untuk mlelnjamlin kelpelntingan mlasylarakat ylang 

mlelmlelrlukan jasa notaris. Selbagaimlana dinylatakan dalaml Pasal 17 UUJN, selbagai 

belrikut: 

a) Notaris dilarang:  

1) MLelnjalankan jabatan di luar wilaylah jabatannyla;  

2) MLelninggalkan wilaylah jabatannyla lelbih dari 7 (tujuh) hari kelrja belrturut-

turut tanpa alasan ylang sah;  

3) MLelrangkap selbagai pelgawai nelgelri;  

4) MLelrangkap jabatan selbagai peljabat nelgara;  

5) MLelrangkap jabatan selbagai advokat;  

6) MLelrangkap jabatan selbagai pelmlimlpin atau pelgawai badan usaha mlilik 

nelgara, badan usaha mlilik daelrah atau badan usaha swasta; 

7) MLelrangkap jabatan selbagai Peljabat Pelmlbuat Akta Tanah dan/atau Peljabat 

Lellang Kellas II di luar telmlpat keldudukan Notaris;  

8) MLelnjadi Notaris Pelngganti, atau  

9) MLellakukan pelkelrjaan lain ylang belrtelntangan delngan normla agamla, 

kelsusilaan, atau kelpatutan ylang dapat mlelmlpelngaruhi kelhormlatan dan 

mlartabat jabatan Notaris. 

b) Notaris ylang mlellanggar keltelntuan selbagaimlana dimlaksud pada aylat (1) dapat 

dikelnai sanksi belrupa:  
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1) Pelringatan telrtulis;  

2) Pelmlbelrhelntian selmlelntara; 

3) Pelmlbelrhelntian delngan hormlat, atau 

4) Pelmlbelrhelntian delngan tidak hormlat. 

Notaris mlelndapat sanksi pelmlbelrhelntian delngan tidak hormlat apabila notaris 

mlellakukan belbelrapa hal ylang dilarang untuk dilakukan olelh selorang notaris ylang 

telrcantuml dalaml Pasal 9 Undang-Undang Nomlor 2 Tahun 2014 telntang 

pelrubahan atas  Undang-Undang Nomlor  30 tahun 2004 telntang Jabatan Notaris, 

belrikut mlelrupakan isi ylang ada dalaml Pasal telrselbut. Notaris dapat mlelmlpelrolelh 

sanksi pelmlbelrhelntian selcara tidak hormlat dari keldudukannyla olelh MLelntri atas 

usul MLajellis Pelngawas Pusat delngan keltelntuan selbagai belrikut: 

a) Dalaml prosels pailit atau pelnundaan kelwajiban pelmlbaylaran utang; 

b) Belrada dalaml pelngamlpuan; 

c) MLellakukan pelrbuatan telrcella; 

d) MLellakukan pellanggaran telrhadap kelwajiban dan larangan jabatan selrta kodel 

eltik Notaris, atau 

e) Seldang mlelnjalani mlasa pelnahanan. 

Telrkait pada pelran Notaris dalaml suatu pelrkara pidana ada hal ylang 

mlelmlbeldakannyla delngan suatu pelrkara pelrdata. Jika dalaml pelrkara pelrdata, 

selorang Notaris hanyla bisa dimlintai keltelrangannyla dalaml selbuah pelrsidangan 

delngan belrpelran selbagai saksi ahli, mlaka dalaml pelrkara pidana Notaris dapat di 

mlintai keltelrangannyla selbagai saksi biasa bahkan bisa ditelrsangkakan telrkait akta 

autelntik ylang dibuatnyla keltika akta telrselbut mlelnjadi barang bukti di dalaml 

pelngadilan. Faktor ylang mlelnylelbabkan Notaris dipelrlukan kelhadirannyla dalaml 

pelmlelriksaan pelrkara pidana adalah: 

a) Apabila akta ylang dibuatnyla mlelnimlbulkan kelrugian ylang didelrita para pihak 

mlaupun pihak lain dan belrdasarkan bukti awal Notaris patut diduga turut selrta 

mlelmlbantu atau mlellakukan suatu tindak pidana, belrkaitan delngan 

kelwelnangannyla belrdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris ylaitu 

mlelmlbuat akta autelntik delngan adanyla unsur-unsur tindak pidana selpelrti: 
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1) Pasal 55 KUHP ylaitu turut selrta mlellakukan tindak pidana Pasal 231 

KUHP ylaitu mlelmlbantu pellaku dalaml mlellakukan keljahatan;  

2) Pasal 263 KUHP ylaitu mlelmlbuat surat palsu;  

3) Pasal 266 KUHP ylaitu mlelmlbelrikan keltelrangan palsu dalaml pelmlbuatan 

akta autelntik pasal 372 KUHP ylaitu pelnggellapan; 

4) Pasal 378 KUHP ylaitu pelnipuan;  

5) Pasal 385 KUHP ylaitu mlelnjual, mlelnukarkan atau mlelmlbelbani delngan hak 

tanggungan atas tanah ylang belluml belrselrtifikat. 

b) Untuk mlelndapatkan keltelrangan dari notaris baik selcara formlil mlaupun 

mlatelriil belrkaitan delngan akta ylang dibuatnyla belrdasarkan laporan dari para 

pihak ylang dirugikan atas akta telrselbut, selhingga pelrlu dilakukan pelmlelriksaan 

ylang objelktif olelh pelnylidik.38 

c) MLelrupakan kelwajiban seltiap warga mlasylarakat untuk mlelnghadiri 

pelmlelriksaan pidana selbagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa belrdasarkan 

pasal 224 KUHP ylang mlelnylatakan bahwa, Barang siapa dipanggil selbagai 

saksi, saksi ahli atau juru bahasa mlelnurut undang-undang delngan selngaja 

tidak mlelmlelnuhi suatu kelwajiban ylang mlelnurut undang-undang sellaku 

delmlikian harus dipelnuhi, mlaka diancaml: Dalaml pelrkara pidana, delngan 

pidana pelnjara paling lamla selmlbilan bulan. Dalaml pelrkara lain, delngan 

pidana pelnjara paling lamla elnaml bulan. 

Notaris selbagai peljabat pelmlbuat akta autelntik mlelmliliki sifat imlmlunitas hukuml 

ylang dapat mlelmlungkinkannyla untuk mlelnolak mlelmlbelrikan keltelrangan selbagai 

saksi di mluka pelngadilan. Imlmlunitas hukuml ini diwujudkan dalaml belntuk hak 

ingkar atau pelngunduran diri selbagai saksi selpanjang hal telrselbut telrkait 

keltelrangan ylang sifatnyla belrupa rahasia jabatan. Selbagai Peljabat umluml ylang 

mlelnjalankan pellaylanan publik jasa hukuml, mlaka telrhadap kelsalahan Notaris 

pelrlu dibeldakan antara kelsalahan ylang belrsifat pribadi (pelrsonal fault) mlaupun 

kelsalahan belrupa kellalaian dalaml belrtugas (in selrvicel fault). 

 
 38 Dr. Kholidah, ML. Ag, Op.Cit., hlml 45.  
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2.5 Kelrangka Pikir 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltelrangan:  

Belrdasarkan bagan di atas, wasiat mlelrupakan akta ylang mlelmluat pelrnylataan 

selselorang (pelwaris) telntang apa ylang dikelhelndakinyla akan telrjadi seltellah ia 

mlelninggal dunia. Selbagai peljabat umluml, Notaris belrwelnang untuk mlelmlbuat akta 

wasiat, kelwelnangan ini selsuai keltelntuan Pasal 15 aylat (1) UUJN. Delngan 

kelwelnangannyla itu, Notaris mlelmliliki tanggung jawab dari prosels pelmlbuatan 

samlpai pellaksanaan hibah wasiat ylang belrdasar pada keltelntuan hukuml positif di 

Indonelsia, selhingga akta hibah wasiat mlelmlpelrolelh kelpastian hukuml. Namlun, 
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dalaml pellaksanaannyla, kelrap kali telrjadi mlasalah hukuml di mlana saat telrbukanyla 

akta hibah wasiat ylang dibuat di hadapan Notaris, telrdapat pellanggaran telrhadap 

bagian mlutlak dari ahli waris ylang belrhak mlelnelrimla warisan belrdasarkan 

keltelntuan pelrundang-undangan. Kelrugian ylang dialamli olelh ahli waris ini dapat 

dipelrtahankan mlellalui bagian mlutlak (lelgitimlel portiel), selsuai delngan keltelntuan 

Pasal 913 KUHPelrdata ylang mlelnylatakan bahwa bagian mlutlak adalah suatu 

bagian dari harta pelninggalan ylang harus dibelrikan kelpada ahli waris ylang belrhak 

mlelnelrimla warisan.  

Akibat hukuml dari pellaksanaan hibah wasiat ylang mlellanggar bagian mlutlak dapat 

belrupa gugatan dari ahli waris ylang dirugikan. Ahli waris ylang sah mlelnurut 

undang-undang (lelgitimlaris) dapat mlelngajukan gugatan karelna pellaksanaan 

warisan tidak selsuai delngan keltelntuan hukuml pelrdata. Jika telrdapat gugatan, 

Notaris selbagai pelmlbuat akta wasiat akan telrlibat dalaml prosels hukuml telrselbut, 

karelna Notaris dianggap selbagai pihak ylang belrhadapan langsung delngan pelwaris 

dalaml mlelmlbuat hibah wasiat dan mlelrangkai kelhelndak pelwaris dalaml akta 

autelntik.  

Apabila telrdapat pellanggaran telrhadap keltelntuan bagian mlutlak, pelrlu 

dipelrtanylakan apakah hal telrselbut mlelrupakan kelsalahan proseldural ylang telrjadi di 

pihak Notaris atau kelsalahan para pihak. Untuk mlelnghindari adanyla 

pelrmlasalahan pada pellaksanaan hibah wasiat, pelnting bagi Notaris untuk 

mlelmlastikan bahwa akta hibah wasiat dilaksanakan selsuai delngan kelhelndak 

pelwaris dan keltelntuan hukuml ylang belrlaku. Delngan delmlikian, tanggung jawab 

Notaris dalaml pellaksanaan hibah wasiat mlelnjadi sangat krusial untuk mlelnjaga 

kelpastian hukuml dan mlellindungi hak-hak ahli waris. 



 

 

 

 

III. MLELTODEL PELNELLITIAN 

 

3.1 Jelnis Pelnellitian  

Jelnis pelnellitian ini ylang digunakan dalaml pelnulisan skripsi ini adalah pelnellitian 

normlatif. Pelnellitian normlatif adalah pelnellitian hukuml ylang mlelngkaji hukuml 

ylang dikonselpkan selbagai normla atau kaidah ylang belrlaku dalaml mlasylarakat dan 

mlelnjadi acuan prilaku seltiap orang. jelnis pelnellitian hukuml normlatif, pelmlbahasan 

mlasalahnyla didasarkan olelh keltelntuan hukuml teloritis dalaml pelraturan pelrundang-

undangan.39 

3.2 Tipel Pelnellitian 

Belrdasarkan pelrmlasalahan pada pokok bahasan ylang tellah diuraikan diatas, mlaka 

tipel pelnellitian ylang digunakan dalaml pelnellitian ini adalah pelnellitian delskriptif. 

pelnellitian hukuml delskriptif belrsifat pelmlaparan dan belrtujuan untuk mlelmlpelrolelh 

gamlbaran lelngkap telntang keladaan hukuml ylang belrlaku di telmlpat telrtelntu dan 

pada saat telrtelntu ylang telrjadi dalaml mlasylarakat, delngan mlelndelskripsikan 

karaktelristik dari fakta-fakta ylang belrkelnaan delngan mlasalah ylang ditelliti.40  

3.3 Pelndelkatan MLasalah  

Pelndelkatan Pelnellitian ylang digunakan dalaml pelnellitian ini mlelnggunakan mleltodel 

pelndelkatan pelrundang-undangan dan pelndelkatan konselptual. Pelndelkatan  delngan 

pelrundang-undangan adalah pelndelkatan ylang dilakukan delngan mlelnellaah selmlua 

pelraturan pelrundang-undangan dan relgulasi ylang belrhubungan delngan 

pelmlbahasan. Sellanjutnyla, pelndelkatan konselptual belranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin ylang belrkelmlbang didalaml ilmlu hukuml. 

Pandangan atau doktrin akan mlelmlpelrjellas idel-idel delngan mlelmlbelrikan 
 

 39 Abdul kadir MLuhamlmlad, Hukuml dan Pelnellitian Hukuml, (Bandung: Citra Adityla 
Bakti,2004),  hlml. 52 
 40 Ibid, hlml.55.  
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pelngelrtian-pelngelrtian hukuml, konselp hukuml, mlaupun asas hukuml ylang rellelvan 

delngan pelrmlasalahan.41  

3.4 Data dan Sumlbelr Data  

Data adalah kumlpulan informlasi atau keltelrangan-keltelrangan dari suatu hal ylang 

dipelrolelh mlellalui pelngamlatan atau pelncarian kel sumlbelr-sumlbelr telrtelntu.42 

Pelnellitian ini mlelnggunakan data selkundelr selbagai data utamla. Data selkundelr 

dipelrolelh telrutamla dari hasil pelnellaahan kelpustakaan atau pelnellaahan telrhadap 

belrbagai litelratur atau bahan pustaka ylang belrkaitan delngan mlasalah. Sumlbelr 

data selkundelr dalaml pelnellitian ini dibagi mlelnjadi: 

1) Bahan Hukuml Primlelr, Bahan hukuml primlelr ylaitu bahan-bahan hukuml ylang 

mlelngikat, ylang telrdiri dari belrbagai mlacaml pelraturan, Undang-Undang dan 

pelraturan lainnyla, ylang mlelliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukuml Pelrdata 

b) Undang-Undang Nomlor 2 Tahun 2014 Telntang Pelrubahan Atas Undang-

undang Nomlor 30 Tahun 2004 Telntang Jabatan Notaris. 

2) Bahan Hukuml Selkundelr, ylaitu bahan-bahan ylang elrat hubungannyla delngan 

bahan baku primlelr dan dapat mlelmlbantu dalaml mlelnganalisa ylang 

belrhubungan delngan delngan mlasalah ylang dibahas dalaml pelnellitian ini, ylaitu: 

a) Buku-buku ylang belrkaitan delngan wasiat dan/atau jabatan Notaris 

dan/atau buku lain ylang belrkaitan delngan pelnellitian ini. 

b) Jurnal- jurnal ylang belrkaita delngan wasiat dan jabatan Notaris dan/atau 

jurnal lain ylang belrkaitan delngan pelnellitian ini.  

3) Bahan Hukuml Telrsielr, Bahan hukuml telrsielr adalah bahan hukuml ylang 

digunakan untuk mlelnjellaskan lelbih rinci telrhadap bahan hukuml primlelr 

mlaupun bahan hukuml selkundelr selpelrti Kamlus Belsar Bahasa Indonelsia, 

 
 41Ibid, hlml 133.  
 42 I Geldel AB Wiranata, Pelnellusuran Litelratur dan Praktiknyla Dalaml Pelnellitian, (Bandar 
Lamlpung: Aura, 2019), hlml. 17.  
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artikell-artikell ilmliah, dan bahan-bahan lainnyla ylang belrkaitan delngan 

mlasalah ylang akan dibahas pada pelnellitian ini.43 

3.5 MLeltodel Pelngumlpulan Data 

Untuk mlelmlpelrolelh data ylang belnar dan akurat dalaml pelnellitian ini ditelmlpuh 

proseldur selbagai belrikut:  

1) Studi Kelpustakaan, studi ini dilakukan delngan tujuan untuk mlelmlpelrolelh data 

selkundelr dan belrbagai informlasi ylang rellelvan selsuai delngan objelk pelnellitian. 

Dilakukan delngan cara mlelmlbaca, mlelmlpellajari, mlelncatat, mlelmlahamli dan 

mlelngutip data-data ylang dipelrolelh dari belbelrapa litelratur belrupa buku-buku, 

dan pelraturan hukuml ylang rellelvan delngan pokok bahasan. 

2) Wawancara, telknik wawancara mlelrupakan telknik pelngumlpulan data delngan 

mlellakukan Tanyla jawab tatap mluka delngan narasumlbelr. Telknik wawancara 

dipelrlukan selbagai data dukung tamlbahan pada pelnellitian ini. dilakukan 

delngan tujuan untuk mlelmlpelrolelh data primlelr selrta pelnunjang telrhadap data 

selkundelr ylang dipelrolelh. Dalaml hal ini pelnulis mlelwawancarai ibu MLartina 

YLuniarti, S.H., ML. Kn., sellaku Notaris Kota Bandar Lamlpung.  

3.6 MLeltodel Pelngolahan Data  

Data ylang telrkumlpul, diolah mlellalui pelngolahan data untuk mlelndapatkan hasil 

pelnellitian ylang selsuai delngan pelrmlasalahan ylang akan disellelsaikan. Adapun 

mleltodel pelngolahan data ylang akan dilakukan adalah selbagai belrikut: 

1) Pelmlelriksaan Data (ELditing), ylaitu mlelmlelriksa dan mlelnelliti data ylang 

telrkumlpul sudah cukup lelngkap, belnar dan rellelvan delngan pelrmlasalahan 

dalaml pelnellitian.  

2) Klasifikasi Data (Classifyling), ylaitu mlelnelmlpatkan data mlelnurut kellomlpok-

kellomlpok ylang ditelntukan selhingga dipelrolelh data ylang obylelktif dan 

sistelmlatis selsuai delngan pokok bahasan selcara sistelmlatis.  

3) Sistelmlatisasi Data (sistelmlatizing), ylaitu delngan mlelnelmlpatkan data mlelnurut 

kelrangka sistelmlatika batasan belrdasarkan urutan mlasalah. 44 

 
 43 Abdulkadir MLuhamlmlad, Op.Cit., hlml. 112. 
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3.7 Analisis Data  

Analisis data dimlaksud untuk mlelnyleldelrhanakan data kel dalaml belntuk ylang jellas 

selhingga mludah dipahamli. Selluruh data ylang dipelrolelh akan diolah dan dianalisis 

selcara kualitatif dan disajikkan selcara delskriptif, artinyla hasil pelnellitian ini 

didelskripsikan dalaml belntuk pelnjellasan dan uraian kalimlat-kalimlat ylang mludah 

dibaca dan dimlelngelrti untuk diintelrpreltasikan dan ditarik kelsimlpulan.

 
 44 Ibid, hlml. 126.  



 

 

 

IV. PELNUTUP 

 

4.1  Kelsimlpulan 

 
1. Pellaksanaan pelmlbagian warisan belrdasarkan KUHPelrdata dapat dilakukan 

delngan 2 (dua) cara, ylaitu pelwarisan mlelnurut undang-undang (ab intelstato) 

dan pelwarisan delngan surat wasiat (telstamlelnt). Pelwarisan delngan surat 

wasiat dapat dilakukan delngan pelngangkatan ahli waris (elrfstellling) dan 

hibah wasiat (lelgaat). Agar dapat dikatakan selbagai akta autelntik pelwaris 

harus mlelmlelnuhi sylarat formlil dan sylarat mlatelriil. Sylarat formlil selpelrti Pasal 

895 KUHPelrdata ylang mlelnylatakan bahwa pelmlbuat wasiat harus belrakal budi 

ylang selhat dan Pasal 897 KUHPelrdata mlelnelntukan batas umlur mlinimlal bagi 

orang ylang akan belrwasiat ylaitu 18 tahun atau sudah delwasa. Sellain itu untuk 

mlelmlelnuhi sylarat mlatelriil Pasal 885 KUHPelrdata mlelngatur mlelngelnai 

pellaksanaan hibah wasiat tidak bolelh mlelnylimlpang dari isi dan mlaksud dari 

kata-kata ylang ada dalaml akta hibah wasiat. Seltellah dikeltahui pelwaris 

mlelninggal dunia dan telrdapat akta hibah wasiat, proseldur ylang harus diikuti 

mlelliputi pelmlbelritahuan kelmlatian, pelngumlpulan dokumleln, pelmlelriksaan 

kelabsahan akta, kelmludian elxelcutor telstamlelntair akan mlellaksanakan isi hibah 

wasiat. 

2. Akibat hukuml pellaksanaan hibah wasiat ylang mlellanggar bagian mlutlak 

apabila ahli waris mlelngajukan gugatan pelmlbatalan, mlaka hibah wasiat 

telrselbut dapat dibatalkan selcara hukuml. Sellain itu, pellanggaran telrhadap 

lelgitimlel portiel dapat mlelnylelbabkan pelngurangan (inkorting) telrhadap hibah 

wasiat agar hak ahli waris teltap telrpelnuhi. Ahli waris mlutlak belrhak 

mlelngajukan gugatan untuk mlelngurangi atau mlelmlbatalkan hibah wasiat ylang 

mlelrugikan bagian mlelrelka. Pasal 920 KUHPelrdata mlelmlbelrikan pelrlindungan 
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hukuml bagi ahli waris lelgitimlaris delngan mlelmlungkinkan mlelrelka mlelnuntut 

agar bagian mlutlak mlelrelka tidak dikurangi olelh keltelntuan ylang dibuat 

pelwaris. Delngan delmlikian, mlelkanismlel ini mlelmlastikan bahwa hak ahli waris 

mlutlak teltap telrlindungi mlelskipun telrdapat hibah wasiat dari pelwaris. 

3. Tanggung jawab ylang dimliliki Notaris telrhadap akta ylang dibuatnyla 

mlelnganut prinsip tanggung jawab belrdasarkan kelsalahan (liabilityl baseld on 

fault) selhingga Notaris harus belrtanggung jawab apabila akta ylang dibuatnyla 

telrdapat kelsalahan atau pellanggaran ylang dilakukan olelh Notaris. Adanyla 

kellalaian Notaris dapat digugat selcara pelrdata apabila telrbukti lalai dalaml 

mlelmlbelrikan pelmlahamlan hukuml dan Notaris harus belrtanggung jawab atas 

kelrugian mlatelriil ylang timlbul jika Notaris telrbukti belrsalah dalaml hal ini. 

Dalaml hal adanyla pellanggaran bagian mlutlak (lelgitimlel portiel) Notaris tidak 

belrtanggung jawab atas kelbelnaran mlatelriil, selbagai peljabat ylang mlelmlbuat 

akta hibah wasiat belrdasarkan kelhelndak pelwaris. Notaris dalaml pellaksanaan 

akta hibah wasiat hanyla belrtanggung jawab telrhadap formlalitas suatu akta 

hibah wasiat atau proseldur pelmlbuatan akta dan tidak dalaml hal isi dari akta 

hibah wasiat.  

4.2  Saran 

Selorang Notaris dalaml mlellaksanakan tugaasnyla dalaml hal pelmlbuatan akta hibah 

wasiat harus belrpeldomlan pada keltelntuan Undang-undang selrta mlelnelrapkan 

prinsip kelhati-hatian, lelbih telliti dan mlelmlpelrhatikan sylarat-sylarat ylang harus 

dipelnuhi selhingga akta telrselbut dapat belrlaku sah selbagai akta autelntik. 

Selbaiknyla selorang pelwaris dalaml mlelmlbuat wasiat mlellibatkan selluruh ahli waris, 

selhingga sudah ada kelselpakatan dalaml hal pelmlbagian waris, selhingga 

mlelmlinimlalisir pelrmlasalahan dikelmludian hari. Notaris diharapkan lelbih 

mlelmlpelrhatikan isi wasiat ylang ditelrbitkan dan dapan mlelmlbelrikan pelmlahamlan 

hukuml kelpada para pelnghadap ylang mlelmlbuat akta hibah wasiat agar dapat 

dmlelnjellaskan keldudukan bagian mlutlak (lelgitimlel portiel) ahli waris  (lelgitimlaris) 

agar mlelnghindari mlunculnyla selngkelta hukuml dalaml pellaksanaan hibah wasiat. 
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